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PERATURAN 
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

a.	 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91, Pasal 92, Pasal 
93 dan Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta Pasal 
12 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Pemantauan 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Pascabencana;

		

Menimbang :



1.	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 
tentang  Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4723);

2.	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

3.	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 
2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

4.	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 
tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing 
Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

5.	 Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

6.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah;

7.	 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana;

8.	 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah;

9.	 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;

10.	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Tatacara 
Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah 
Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 
2011; 

11.	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian 
Pascabencana.

Mengingat :

Pasal 1
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang wilayahnya terkena bencana 
bertanggungjawab terhadap kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi 
dan rekonstruksi yang mengacu pada sebuah pedoman pemantauan dan evaluasi.

Pasal 2
Pedoman ini untuk memberikan arahan bahwa penyelenggaraan rehabilitasi dan 
rekonstruksi pascabencana berjalan baik dan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang 
ditetapkan dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi atau dokumen perencanaan 
lain yang disetarakan.

Pasal 3
Pedoman sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah  sebagaimana dimaksud dalam lampiran, 
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 	 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL 
PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN 
REHABILITASI  DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Mei 2012

							     
KEPALA 

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN 
BENCANA,

							     
	

	 ttd

DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si.
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LAMPIRAN : 	PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL 
	 PENANGGULANGAN BENCANA
	 NOMOR  	 : 5 Tahun 2012
	 TANGGAL  	 : 24 Mei 2012

BAB I
 PENDAHULUAN

1.	 Latar Belakang 

	 Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap 
penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dalam prosesnya 
rehabilitasi dan rekonstruksi itu melibatkan para pemangku kepentingan untuk 
membangun menjadi lebih baik (build back better) yang terpadu dengan konsep 
pengurangan risiko bencana. 

	 Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi kegiatan yang tidak terpisahkan 
dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan 
dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan/atau kabupaten/
kota baik jangka panjang, menengah dan/atau tahunan.

	 Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi dari setiap kejadian bencana 
diwujudkan dalam bentuk rencana aksi atau dokumen lain yang disetarakan dengan 
rencana aksi sebagai instrumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. 

	 Secara operasional, pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi 
memerlukan kegiatan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan diperlukan sebagai 
upaya pengendalian proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sedangkan evaluasi 
dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum pelayanan dan peningkatan 
kinerja penanggulangan bencana. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan 
dengan menggunakan indikator konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas 
kelembagaan dan keberlanjutan.

	 Untuk menjalankan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi 
dan rekonstruksi diperlukan adanya sebuah pedoman yang ditetapkan oleh Kepala 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
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2.	 Maksud dan Tujuan. 

a.	 Maksud 

Maksud pedoman pemantauan dan evaluasi ini adalah secara umum untuk: 

(1)	 Menjalankan fungsi koordinasi sebagai salah satu tugas pokok fungsi 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan/atau Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar dapat dilaksanakan 
dengan baik sesuai dengan konsep penyelenggaraan penanggulangan 
bencana khususnya rehabilitasi dan rekonstruksi.

(2)	 Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan dokumen 
perencanaan yang telah ditetapkan.

(3)	 Melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian penggunaan dana 
bantuan sosial berpola hibah sesuai peraturan perundang-undangan. 

(4)	 Mendorong kepada semua pelaku pelaksanaan rehablitasi dan rekonstruksi 
agar menjalankan komitmen, mengikuti pedoman dan/atau petunjuk 
pelaksanaan yang ada serta melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja 
dalam satu koordinasi yang menjamin keseragaman metode, materi dan 
indikator yang sesuai dengan jangka waktu sebuah perencanaan.

b.	 Tujuan 

Tujuan pemantauan adalah untuk:

(1)	 Menilai efektivitas input (dana, personil, barang modal) dalam rangka 
mencapai sasaran kegiatan. 

(2)	 Mengikuti dan menilai tahapan dan aspek-aspek pelaksanaan rencana 
aksi rehabilitasi dan rekonstruksi atau perencanaan lain yang disetarakan 
(proposal) sebagai pedoman pelaksanaan.

(3)	 Mengidentifikasi kendala dalam rangka menghasilkan keluaran (output). 

(4)	 Menilai hasil (outcome) dan hasil-hasil pelaksanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi.

(5)	 Mengidentifikasi kendala pencapaian sasaran dan kesenjangan (gap) 
antara kebutuhan dan persediaan yang ada. 

Tujuan evaluasi adalah untuk:

(1)	 Menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah 
ditetapkan.

(2)	 Memberikan masukan kebijakan dan strategi bagi percepatan pelaksanaan 
rehabilitasi dan rekonstruksi serta pencapaian rencana pembangunan 
daerah yang telah ditetapkan.

3.	 Landasan Hukum

(1)	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

(2)	 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. 

(3)	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional.

(4)	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan  Bencana. 

(5)	 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja Instansi Pemerintah.

(6)	 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 

(7)	 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana.

(8)	 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan 
Pengelolaan Bantuan.

(9)	 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga 
Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan 
Bencana.

(10)	Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana.

(11)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(12)	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 
1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana.

(13)	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 
Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pascabencana.

(14)	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 
Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Pengajuan dan Pengelolaan 
Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2011.

(15)	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 
Tahun 2011 tentang Pedoman Kajian Pascabencana.
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4.	 Ruang Lingkup 

a.	 Ruang lingkup materi dari pemantauan dan evaluasi adalah pelaksanaan 
rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi aspek kemanusiaan, aspek 
perumahan dan permukiman, aspek infrastruktur pembangunan, aspek ekonomi, 
aspek sosial dan aspek lintas sektor yang sumber pendanaannya berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) dan/atau dana lainnya sebagaimana tertuang dalam 
rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi atau dokumen lain yang disetarakan 
dengan menggunakan indikator makro dalam melaksanakan pemantauan dan 
evaluasi antara lain indikator  konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan 
keberlanjutan.

b.	 Ruang lingkup substansi pemantauan adalah pelaksanaan (proses) rehabilitasi 
dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan kegiatan yang tercantum dalam 
dokumen perencanaan, sedangkan ruang lingkup substansi evaluasi adalah 
keluaran dan hasil pelaksanaan serta dampak kebijakan, strategi, program dan 
kegiatan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi atau dokumen lain.  

c.	 Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi kegiatan yang berasal dari dana 
bantuan sosial berpola hibah dilakukan melalui:

(1)	 Pendelegasian wewenang secara berjenjang dari BNPB terhadap BPBD 
Provinsi, dari BPBD Provinsi terhadap BPBD Kabupaten/Kota.

(2)	 Permintaan laporan kepada penerima bantuan secara periodik sesuai 
ketentuan yang telah ditetapkan.

(3)	 Kunjungan lapangan secara selektif oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi 
serta dapat melibatkan tenaga profesional.

5.	 Pengertian 

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

(1)	 Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik 
atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana 
dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua 
aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

(2)	 Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, 
kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan 
maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya 
kegiatan perekonomian, sosial  dan  budaya,   tegaknya hukum dan ketertiban, 
dan bangkitnya peran serta masyarakat.

(3)	 Lembaga adhoc penyelenggara rencana aksi rehabilitasi dan rekontruksi 
adalah lembaga koordinatif yang bersifat sementara yang fungsinya membantu 
BNPB dan/atau BPBD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala BNPB dan/
atau Kepala BPBD atas nama Presiden dan/atau Gubernur/Bupati/Walikota 
untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun.

(4)	 Peranserta masyarakat adalah proses keterlibatan masyarakat dalam 
penyelenggaraan penanggulangan bencana serta memperhatikan representasi 
perempuan. Peranserta masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi 
dilakukan antara lain melalui koordinasi dalam penyusunan rencana aksi dan 
perencanaan kegiatan yang setara sampai dengan tahap pemantauan dan 
evaluasi.

(5)	 Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

(6)	 Pemerintah  Daerah  adalah  gubernur,  bupati/walikota atau  perangkat  daerah  
sebagai  unsur  penyelenggara pemerintahan daerah.

(7)	 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD 
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Provinsi dan kabupaten/kota.

(8)	 Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat 
dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non Kementerian yang dipimpin 
oleh Kepala yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan 
bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9)	 Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat 
BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka 
penyelenggaraan  penanggulangan bencana di daerah.

(10)	Koordinasi adalah kegiatan manajemen yang mencakup penyusunan rencana, 
pelaksanaan kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi  yang dilakukan dalam 
bentuk pertemuan atau rapat di dalam dan/atau luar kantor; konsultasi; 
permintaan laporan, analisis dan umpan balik baik secara lisan maupun 
secara tertulis yang mengarah pada pencapaian kesepahaman, kebersamaan, 
kesepakatan dan komitmen serta upaya penyelesaian persoalan yang dihadapi 
untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditetapkan.

(11)	Kementerian dan Lembaga adalah Kementerian sebagai mana diatur dalam 
undang-undang dan lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan 
instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas 
tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
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(12)	Pengurangan risiko bencana adalah kerangka konseptual dari elemen-elemen 
yang menggandung kemungkinan dalam mereduksi kerentanan dan bencana 
di dalam masyarakat, atau juga mencegah/menghindari atau membatasi 
(memitigasi dan upaya kesiapsiagaan) dampak dari ancaman-ancaman dalam 
konteks yang lebih luas yakni pembangunan berkelanjutan.

(13)	Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, 
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

(14)	Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah penentuan tindakan masa 
depan yang sejalan dengan perencanaan pembangunan dengan mendasarkan 
pada pengkajian kebutuhan pascabencana. 

(15)	Penilaian kerusakan dan kerugian adalah penghitungan (nilai) kerusakan fisik 
dan non  fisik yang menyangkut aspek/sektor kemanusiaan, aspek perumahan 
atau pemukiman, infrastruktur, aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lintas 
sektor serta dampak perekonomian yang diakibatkan oleh bencana dan 
perkiraan biaya untuk membangun kembali  struktur/infrastruktur tersebut.

(16)	Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana 
pembangunan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan akan 
timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pada dasarnya tindakan 
pemantauan merupakan kegiatan mencatat dan pengendalian penyelenggaraan 
pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

(17)	Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan 
untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan 
rencana yang ditetapkan.

(18)	Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja 
standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, 
untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, 
untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk 
mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua 
sumber daya pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin 
guna mencapai tujuan pemerintahan. 

(19)	Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), 
keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi 
melihat manfaat untuk perencanaan selanjutnya.

(20)	Evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 
merupakan suatu usaha untuk mengukur dan menilai secara objektif atas 
hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi 
yang telah direncanakan secara sistematis dan objektif, dengan menggunakan 
metode evaluasi yang sesuai, dilakukan melalui analisis pada tahapan 
perencanaan hingga pelaksanaan dan diharapkan akan diperoleh upaya 
untuk menyelesaikan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi surta memberikan 
rekomendasi bagi kebijakan pasca pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

(21)	Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang 
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan 
kebijakan. 

(22)	Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 

(23)	Keadilan dan kesetaraan gender adalah tindakan atau sikap yang memberi 
akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap perempuan. 

(24)	Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi atau dokumen lain yang disetarakan 
dengan rencana aksi sebagai instrumen perencanaan adalah dokumen 
perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi 
yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara 
bersama-sama  antara BNPB dan/atau BPBD bersama Kementerian/Lembaga, 
SKPD serta pemangku kepentingan terkait. Dokumen lain yang disetarakan 
dengan rencana aksi sebagai instrumen perencanaan berupa proposal/usulan 
rehabilitasi dan rekonstruksi yang disahkan minimal oleh Kepala BPBD atas 
nama kepala daerah.

(25)	Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan 
rehabilitasi dan rekonstruksi baik dalam bentuk dokumen perencanaan beserta 
hal-hal yang menjadi konsekuensi dari perencanaan seperti orang, biaya, 
tenaga, teknologi, serta kebijakan dan/atau regulasinya. 

(26)	Proses terdiri dari proses perencanaan, prosedur pelaksanaan, pengawasan dan 
pengendalian, dan sumber daya manusia (SDM) yang dianggap telah melekat 
di dalamnya, termasuk standar kinerja yang harus dipenuhi. 

(27)	Dampak (impact) adalah penilaian terhadap hasil dilakukan untuk 
menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan yang telah 
selesai dilaksanakan berdasarkan indikator yang mencerminkan fungsi atau 
manfaat keluaran kegiatan. Umpan balik evaluasi digunakan bagi perencanaan 
pembangunan tahun berikutnya. 
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(28)	Konsistensi adalah penilaian pelaksanaan terhadap pedoman strategi dan 
kebijakan yang telah ditetapkan, dalam hal ini adalah rencana aksi rehabilitasi 
dan rekonstruksi atau dokumen lain yang disetarakan sebagai perencanaan.

(29)	Konsultasi adalah keikutsertaan atau partisipasi publik maupun para pelaksana 
sebagai pemangku kepentingan, pada berbagai forum dalam rangka menyerap 
aspirasi dan pandangan, baik dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan 
kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. 

(30)	Kapasitas adalah kemampuan kelembagaan pemerintah daerah dalam 
penyelenggaraan pembangunan di daerah.

(31)	Keberlanjutan adalah kemampuan manajemen pembangunan untuk 
meningkatkan dayaguna dan hasil guna pelaksanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi guna pembangunan wilayah dan kehidupan masyarakat jangka 
menengah dan jangka panjang, terutama dalam kerangka kesiapsiagaan dan 
pengurangan risiko bencana.

BAB II 

PRINSIP DASAR, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1.	 Prinsip Dasar

a.	 Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang wilayahnya terkena bencana 
bertanggungjawab terhadap kegiatan pemantauan dan evaluasi dari proses 
pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

b.	 Pemantauan dan evaluasi mengacu kepada dokumen rencana aksi rehabilitasi 
dan rekonstruksi yang telah ditetapkan atau dokumen lain yang disetarakan.

c.	 Pelaksana pemantauan adalah BNPB dan/atau BPBD dengan pelibatan aktif 
Kementerian dan Lembaga (K/L) di tingkat Pusat dan/atau Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) di daerah. Dalam hal BNPB melakukan delegasi 
wewenang kepada BPBD Provinsi untuk melaksanakan pemantauan di 
kabupaten/kota, maka perlu ditetapkan dengan surat delegasi wewenang dari 
BNPB.

d.	 Mekanisme pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang, yaitu 
BNPB melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat Provinsi dan bila ada 
hal-hal yang bersifat khsusus; BPBD tingkat Provinsi melakukan pemantauan 
dan evaluasi di tingkat kabupaten/kota; dan BPBD tingkat kabupten/kota 
melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

e.	 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi berdasarkan pada prinsip-prinsip tata 
pemerintahan yang baik, antara lain transparan, responsif, keadilan, efektif dan 
efisien serta dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

2.	 Kebijakan

a.	 BNPB dan/atau BPBD secara aktif melakukan koordinasi dengan K/L dan 
SKPD serta lembaga lain dan masyarakat penerima manfaat.

b.	 Pimpinan K/L dan/atau Kepala SKPD tetap melakukan pemantauan dan 
evaluasi untuk kegiatan yang menjadi tugas pokok fungsi masing-masing untuk 
dipertanggungjawabkan dalam lingkup teknis di bidangnya. 

c.	 Pemantauan dan evaluasi dilakukan pada semua aspek kegiatan yang ada 
dalam dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh petugas yang 
kompeten di bidang pemantauan dan evaluasi.

d.	 Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 
pascabencana dengan menggunakan dana bantuan sosial berpola hibah 
dilakukan secara berjenjang dan mengacu kepada Peraturan Kepala Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana tentang Dana Bantuan Sosial Berpola 
Hibah pada tahun berjalan. 
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e.	 Pemantauan dan evaluasi merupakan kegiatan manajerial yang harus dilakukan 
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil dari 
pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta dilakukan sebagai pengendalian 
dan pengawasan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

3.	 Strategi 

a.	 Strategi koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan kepada 
seluruh pelaksanaan kegiatan  yang ada dalam dokumen perencanaan 
rehabilitasi dan rekonstruksi. 

b.	 Strategi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dipandu dengan instrumen dan 
metode pemantauan dan evaluasi yang dapat dikembangkan sesuai kondisi dan 
kebutuhan pelaksana.

c.	 Strategi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui tahapan:

(1) 	 Perencanaan.

(2) 	 Pengorganisasian tim.

(3) 	 Penetapan dan pelaksanaan kegiatan pemantauan.

(4) 	 Penetapan dan pelaksanaan kegiatan evaluasi.

(5) 	 Penelahaan hasil.

(6) 	 Pelaporan dan rekomendasi tindak lanjut .

(7) 	 Penyampaian hasil.

d.	 Strategi pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi pascabencana dengan menggunakan dana bantuan sosial berpola 
hibah adalah sebagai berikut:

(1)	 Mengacu kepada peraturan teknis yang mengatur mengenai Peraturan 
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai Petunjuk Teknis 
Tatacara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah 
Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana pada tahun berjalan.

(2)	 Mengacu kepada proposal rehabilitasi dan rekonstruksi dan rencana kerja 
yang telah diajukan.

(3)	 Memberikan kewenangan secara berjenjang, yaitu BNPB di tingkat 
Provinsi bila ada hal-hal khusus, BPBD Provinsi di tingkat kabupaten/kota, 
dan BPBD Kabupaten/Kota di  tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

(4)	 Menggunakan instrumen pemantauan dan evaluasi yang tersedia serta tim 
pemantauan dan evaluasi secara internal berasal dari BNPB dan/atau BPBD.

(5)	 Menggunakan sistem informasi berbasis teknologi informasi untuk 
kecepatan dan akurasi data.

BAB III

TAHAP DAN LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN

1.	 Tahapan

a.	 Perencanaan.

b.	 Pengorganisasian tim.

c.	 Penetapan dan pelaksanaan kegiatan pemantauan.

d.	 Penetapan dan pelaksanaan kegiatan evaluasi.

e.	 Penelahaan hasil.

f.	 Pelaporan dan rekomendasi tindak lanjut .

g.	 Penyampaian hasil.

2.	 Langkah-Langkah Kegiatan 

a.	 Perencanaan

(1) 	 Menyusun rencana kerja.

(2) 	 Menetapkan personil, pembagian tugas dan kerangka waktu pelaksanaan. 

(3) 	 Menyusun kerangka pembiayaan. 

(4) 	 Mempersiapkan surat tugas atau pemberitahuan kepada daerah untuk 
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

(5) 	 Melakukan sosialisasi kegiatan pemantauan dan evaluasi melalui berbagai 
macam cara sesuai perencanaan.

(6) 	 Rencana kerja pemantauan dan evaluasi digambarkan dalam bentuk:
Dokumen Rencana Aksi/Proposal yang telah ditetapkan

Penyusunan Kerangka Acuan kerja pemantauan dan Evaluasi

Persiapan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi

Rapat Koordinasi Daerah

Kunjungan Lapangan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi

Pengumpulan data dan Analisa

Pengolahan data dan Analisa

Penulisan Laporan

Finalisasi Laporan dan Penyerahan

Gambar: Rencana Kerja Pemantauan dan Evaluasi
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b.	 Pengorganisasian Tim 

(1)	 Memberikan surat kepada K/L dan/atau SKPD untuk pelibatan 
personel dalam pemantauan dan evaluasi; selambatnya 5 hari kerja 
setelah rencana aksi atau dokumen yang disetarakan ditetapkan 
(Formulir 1). 

(2)	 Tim pemantauan dan evaluasi dibentuk di tingkat nasional dan/atau di 
tingkat provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kejadian bencana dan 
luasnya dampak bencana.

(3)	 Struktur tim pemantauan dan evaluasi sekurang-kurangnya terdiri dari: 

(a)	 Tim di tingkat nasional :

	 Penanggungjawab: Kepala BNPB

	 Ketua Tim: Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB  

	 Sekretaris Tim: Direktur di lingkungan Deputi Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. 

(b)	 Tim di tingkat provinsi/kabupaten/kota :

	 Penanggungjawab: Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD                       
ex-officio.

	 Ketua Tim: Kepala Bappeda 

	 Sekretaris Tim: Kepala Pelaksana BPBD

	 Anggota: Kepala SKPD sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. 

(4)	 Menerbitkan Surat Keputusan Kepala BNPB dan/atau Surat Keputusan 
Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD ex-officio tentang Tim Pemantauan 
dan Evaluasi dan/atau Surat Perintah yang mencantumkan nama dan/atau 
jabatan serta uraian tugas Tim (Formulir 2 dan 3). 

(5)	 Melibatkan pihak lembaga non pemerintah, lembaga internasional dan 
lembaga asing non pemerintah serta perguruan tinggi untuk menjadi 
bagian pendukung tim (sebagai sumber informasi/narasumber) dalam 
koridor koordinasi.  

(6)	 BNPB dan/atau BPBD dalam hal ini yang membidangi kegiatan rehabilitasi 
dan rekonstruksi menyusun tim internal untuk kegiatan pemantauan 
dan evaluasi bagi penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah sesuai 
Peraturan Kepala BNPB yang telah ditetapkan dengan komposisi satu 
orang Ketua Tim, Sekretaris dan dengan 3 – 5 orang anggota.

(7)	 Tugas Tim  :
(a)	 Menyusun kerangka acuan kegiatan pemantauan dan evaluasi. 
(b)	 Mempersiapkan indikator kinerja termasuk indikator kesetaraan 

gender.
(c)	 Mempersiapkan metodologi dan instrumen pendukung.
(d)	 Menetapkan kerangka waktu (timeline). 
(e)	 Menetapkan penanggungjawab untuk masing-masing aspek/sektor.
(f)	 Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga 

terkait pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk lembaga 
adhoc rehabilitasi dan rekonstruksi. 

(g)	 Melakukan koordinasi dengan lembaga fungsional pemantauan, 
seperti Badan Pengawas Pembangunan Daerah (Bawasda)/
Inspektorat Daerah, BPKP atau BPK.

(h)	 Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi.
(i)	 Menerima dan mengelola laporan baik langsung maupun tidak dari 

pihak lain di luar pelaksana rencana aksi.
(j)	 Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi.
(k)	 Menyerahkan laporan kepada Kepala BNPB melalui Deputi Bidang 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk tingkat nasional dan kepada 
Gubernur/Bupati/Walikota cq Kepala BPBD untuk tingkat daerah.

c.	 Penetapan metode dan Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan

(1)	 Mempelajari dokumen rencana aksi atau dokumen perencanaan lain yang 
disetarakan, rencana kerja dan rencana teknis serta rencana pembangunan 
nasional dan daerah dengan fokus kepada kegiatan rehabilitasi dan 
rekonstruksi, biaya, prinsip kebijakan dan strategi serta pelaksana.

(2)	 Meminta laporan pelaksanaan kegiatan rencana aksi rehabilitasi dan 
rekonstruksi kepada daerah level pemerintah dibawahnya (Formulir 5).

(3)	 Mengisi instrumen pemantauan berdasarkan input dan proses dan 
progres pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta untuk 
menyelesaikan kendala dalam pelaksanaan berdasarkan laporan (Formulir 
7 dan Formulir 8). 

(4)	 Melakukan kompilasi dan dokumentasi hasil laporan pelaksanaan 
pemantauan kegiatan rencana aksi dan sedapat mungkin data, instrumen 
dan indikator terekam secara digital dan terintegrasi ke dalam sistem 
informasi yang dimiliki oleh BNPB dan/atau BPBD (Formulir 9).

(5)	 Melaksanakan rapat koordinasi penyusunan draft laporan.
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d.	 Penetapan Metode dan Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi

(1)	 Mempelajari laporan dan hasil kegiatan pemantauan (Formulir 6, Formulir 
7 dan Formulir 8). 

(2)	 Mengubah informasi menjadi data digital yang terintegrasi ke dalam 
sistem informasi yang dimiliki oleh BNPB dan/atau BPBD.

(3)	 Tim menetapkan dan dapat mengembangkan pertanyaan evaluasi 
(Formulir 10, Formulir 11). 

(4)	 Tim mempelajari laporan pemantauan dan menganalisa berdasarkan 
pertanyaan evaluasi.

(5)	 Verifikasi lapangan dan penambahan pengumpulan data lapangan melalui 
kegiatan observasi, wawancara dan FGD bagi pelaksanaan rehabilitasi 
dan rekonstruksi dengan yang dilaksanakan untuk waktu lebih dari satu 
tahun (Formulir 11).

(6)	 Jika diperlukan meminta bantuan pakar/ahli untuk melakukan analisis 
terhadap suatu topik permasalahan tertentu, misalkan pertumbuhan 
ekonomi lokal, kualitas bangunan/rumah yang dibangun, kebijakan 
pengurangan risiko bencana, dan lain sebagainya.

(7)	 Hasil pelaksanaan kegiatan evaluasi dapat direkam secara digital dan 
terintegrasi kedalam sistem informasi yang dimiliki oleh BNPB dan/atau 
BPBD.

e.	 Penelaahan Hasil

(1)	 Dilakukan dengan cara :

(a)	 Membandingkan program dan kegiatan yang ada dalam dokumen 
perencanaan dari rencana aksi dengan kondisi lapangan, baik 
mendasarkan laporan yang diterima dan/atau temuan lapangan saat 
kunjungan lapangan.

(b)	 Membandingkan kinerja (output, outcome) kegiatan di lapangan 
dengan dokumen rencana pembangunan daerah dan/atau nasional 
untuk memprediksi capaian pembangunan daerah atau nasional di 
daerah bencana.

(c)	 Melakukan analis faktor-faktor input dan proses dalam pencapaian 
hasil kinerja rencana aksi.

(d)	 Meminta pendapat ahli sesuai kompetensinya.

(2)	 Proses penelaahan dilakukan secara pleno oleh seluruh anggota tim dan 
dipimpin oleh Ketua Tim Pemantauan dan Evaluasi.

f.	 Laporan dan Rekomendasi Tindak Lanjut

(1)	 Hasil pemantauan 

(a)	 Disusun dalam bentuk laporan pemantauan yang memuat:

i.	 Bab I: Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, situasi 
terkini, tujuan, dasar hukum dan ruang lingkup.

ii.	 Bab II: Metodologi pemantauan, berisi mengenai metode, 
kelompok sasaran, pengumpulan data dan indikator.

iii.	 Bab III: Hasil pemantauan pelaksanaan program, terdiri dari 
sub bab konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan 
keberlanjutan dengan mencantumkan capaian, kendala atau 
hambatan serta tindakan penyesuaian.

iv.	 Bab IV : Kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut

(b)	 Diserahkan kepada Kepala BNPB melalui Deputi Bidang Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi dan/atau Gubernur/Bupati/Walikota cq Kepala 
BPBD melalui dengan rekomendasi yang berupa:

i.	 Hal-hal yang perlu dilanjutkan. 

ii.	 Hal-hal yang perlu disempurnakan. 

iii.	 Hal-hal yang perlu diubah atau diganti.

(2)	 Hasil evaluasi 

(a)	 Disusun dalam bentuk laporan evaluasi yang memuat:

i.	 Bab I: Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, situasi 
terkini, tujuan, dasar hukum dan ruang lingkup.

ii.	 Bab II: Metodologi dan Indikator, berisi mengenai metode, 
kelompok sasaran, pengumpulan data dan indikator. 

iii.	 Bab III: Hasil evaluasi dan pembahasan, menjelaskan 
capaian output berdasarkan 5K termasuk menuliskan 
dampak pelaksanaan rencana aksi berdasarkan tiap aspek dan 
berdasarkan tema-tema khusus. 

iv.	 Kesimpulan dan Rekomendasi.

(3)	 Sebelum laporan final, perlu ada konfirmasi/konsultasi dengan 
pelaku pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dipantau. Setelah 
laporan difinalkan baru disampaikan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan.
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(4)	 Laporan diserahkan kepada Kepala BNPB melalui Deputi Bidang 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan/atau Gubernur/Bupati/Walikota cq 
Kepala BPBD untuk selanjutnya dijadikan bahan rapat koordinasi oleh 
BNPB dan/atau BPBD serta publikasi kepada masyarakat termasuk 
lembaga non pemerintah, lembaga internasional dan donor.

g.	 Penyampaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi

(1)	 Laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang berasal dari Tim diserahkan 
dan dikonsultasikan kepada pihak yang menangani bidang pemantauan dan 
evaluasi di lingkup Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan/atau 
lingkup BPBD.

(2)	 Untuk hasil pemantauan disampaikan kepada Kepala BNPB melalui Deputi 
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan/atau Gubernur/Bupati/Walikota 
cq Kepala BPBD sesuai dengan jadwal pemantauan yang dilakukan dalam 
bentuk laporan tertulis. Laporan tertulis dapat disusun dalam bentuk 
paparan/diskusi secara internal di BNPB dan/atau BPBD. Laporan hasil 
pemantauan dapat diringkas sebagai berikut: 

Kegiatan 
Pemantauan Hasil Penjelasan 

Tambahan Rekomendasi

Diisi berdasar 
kegiatan dalam 
dokumen renaksi/
proposal terhadap 5 
aspek rehabilitasi dan 
rekonstruksi.

Lokasi pemantauan ..

Pelaksana Tim 
pemantauan ….

Diisi hasil 
pelaksanaan 
pemantauan:

•	 Realisasi 
anggaran (%).

•	 Realiasi fisik 
(%). 

•	 Kendala 
pelaksanaan dan 
rekomendasi 
(jika ada).

•	 Lain-lain.

•	 Hal-hal yang perlu 
dilanjutkan.

•	 Hal-hal yang perlu 
ditingkatkan/ 
disempurnakan.

•	 Hal-hal yang perlu 
dirubah.

(3)	 Untuk hasil evaluasi disampaikan kepada Kepala BNPB melalui Deputi 
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan/atau Gubernur/Bupati/Walikota 
cq Kepala BPBD sesuai dengan jadwal evaluasi yang dilakukan dalam 
bentuk laporan tertulis. Laporan tertulis dapat disusun dalam bentuk 
paparan/diskusi secara internal di BNPB dan/atau BPBD. Laporan hasil 
evaluasi dapat diringkas sebagai berikut: 

Kegiatan Evaluasi Hasil Penjelasan 
Tambahan Rekomendasi

Diisi berdasar 
kegiatan dalam 
dokumen renaksi/
proposal terhadap 5 
aspek rehabilitasi dan 
rekonstruksi.

Lokasi evaluasi ..

Pelaksana Tim 
evaluasi ….

Diisi hasil 
pelaksanaan 
evaluasi:

•	 Realisasi 
anggaran (%).

•	 Realiasi fisik 
(%). 

•	 Kendala 
pelaksanaan dan 
rekomendasi 
(jika ada).

•	 Hasil kegiatan 
PRB, kelompok 
rentan.

•	 Indikator 5K.
•	 Lain-lain.

•	 Hal-hal yang perlu 
dilanjutkan.

•	 Hal-hal yang perlu 
ditingkatkan/ 
disempurnakan.

•	 Hal-hal yang perlu 
dirubah.

(4)	 Menyampaikan hasil evaluasi yang disampaikan kepada pihak instansi 
terkait oleh Kepala BNPB dan/atau Kepala BPBD. 

(5)	 Menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi seperti yang dimaksud 
dalam angka 2, 3 dan 4 untuk dipublikasikan secara digital dan 
terintegrasi ke dalam sistem informasi yang dimiliki oleh BNPB dan/atau 
BPBD dan dapat dikutip pihak lain melalui prosedur ijin yang berlaku.

h.	 Pemantauan dan evaluasi berbasis digital

(1)	 Melakukan upaya pengadaan perangkat sistem informasi secara digital 
dan terintegrasi ke dalam sistem informasi yang dimiliki oleh BNPB dan/
atau BPBD.

(2)	 Mengarahkan seluruh kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan berbasis  
sistem informasi termasuk di dalamnya untuk kegiatan penyusunan 
instrumen, pengumpulan data, penelaahan hasil serta penyusunan 
laporan dan rekomendasi.
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i.	  Pendanaan

(1)	 Sumber pendanaan penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi rehabilitasi 
dan rekonstruksi pascabencana adalah:

(a)	 APBD Kabupaten/Kota untuk bencana skala Kabupaten/Kota melalui 
anggaran BPBD Kabupaten/Kota atau institusi yang menangani 
urusan kebencanaan di daerah;

(b)	 APBD Provinsi untuk bencana skala Provinsi melalui anggaran 
BPBD Provinsi;

(c)	 APBN untuk bencana skala Nasional melalui anggaran BNPB; 

(d)	 Dana dari peran serta internasional melalui kerjasama bilateral 
maupun multilateral; 

(e)	 Dana perwalian yang dibentuk untuk keperluan penyelenggaraan 
penanggulangan bencana pada tahap pascabencana, dan 

(f)	 Dana bantuan masyarakat lain.

(2)	 Penatausahaan atau tatakelola dana pemantauan dan evaluasi mengacu 
pada peraturan perundangan tentang keuangan negara dan/atau peraturan 
lain yang sejenis; kecuali dinyatakan lain oleh peraturan yang bersifat 
khusus (lex specialist).

BAB IV

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KEPADA TIM 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1.	 Pengawasan

a.	 Pengawasan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepada Tim Pemantauan 
dan Evaluasi dilakukan oleh Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB dan/
atau Kepala BPBD (Provinsi dan/atau Kab/Kota). Dalam hal daerah belum 
membentuk BPBD, maka pengawasan dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Bila 
diperlukan dapat dibentuk tim operasional yang kompeten di bidangnya untuk 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

b.	 Pengawasan ini mencakup pelaksanaan tugas dan fungsi serta 
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. 

2.	 Pengendalian 

a.	 Pengendalian Tim Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh Deputi Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi BNPB dan/atau Kepala BPBD (Provinsi dan/atau Kab/Kota). 
Dalam hal daerah belum membentuk BPBD, maka pengawasan dilakukan oleh 
Sekretaris Daerah.

b.	 Pengendalian ini mencakup rencana kegiatan dan pelaksanaan kegiatan.

3.	 Penilaian

a.	 Penilaian Tim Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh Deputi Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi BNPB dan/atau Kepala BPBD (Provinsi dan/atau Kab/Kota). 
Dalam hal daerah belum membentuk BPBD, maka pengawasan dilakukan oleh 
Sekretaris Daerah.

b.	 Penilaian ini mencakup aspek profesionalitas ketua, sekretaris dan anggota tim 
pelaksana serta pencapaian kinerja tim selama melaksanakan kegiatan.

c.	 Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB dan/atau Kepala BPBD dapat 
mengusulkan penggantian Ketua Tim, Sekretaris dan Anggota Tim Pemantauan 
dan Evaluasi baik yang berasal dari BNPB dan/atau BPBD, Kementerian/
Lembaga atau SKPD melalui atasannya masing-masing. 



LA
M

PI
R

A
N

 1
 A

D
M

IN
IS

TR
A

SI
 P

EM
A

N
TA

U
A

N
 D

A
N

 E
VA

LU
A

SI

Pedoman Pemantauan dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

- 21 -
B

A
B

 V
  P

EN
U

TU
P

Pedoman Pemantauan dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

- 20 -

BAB V

P E N U T U P

Pedoman ini mengatur hal-hal yang bersifat teknis koordinasi yang perlu dilakukan 
oleh BNPB dan/atau BPBD untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi dari rencana 
aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau perencanaan lain yang disetarakan. 
Hal yang bersifat standar teknis, seperti standar bangunan, standar pelayanan dan/atau 
standar lainnya yang diatur undang-undang dan menjadi domain Kementerian/Lembaga 
teknis diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian dan lembaga untuk melaksanakan 
pemantauan dan evaluasi secara mandiri.

Pedoman ini juga memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah di tingkat 
Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota untuk mengembangkan instrumen pemantauan dan 
evaluasi sesuai dengan karakteristik program dan kegiatan yang dilakukan serta situasi 
dan kondisi daerah pascabencana.

							     
KEPALA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

							     
	

							     

ttd

DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si.

LAMPIRAN
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Formulir 1

Lembar Surat Permohonan Keterlibatan dalam Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Tingkat Nasional

Kop Surat BNPB

................................., ......................... 20....

Nomor	 : 	 ................................................

Sifat	 : 	 Segera

Lampiran 	 : 	 - 

Perihal	 : 	 Permohonan Keterlibatan dalam Pemantauan dan Evaluasi  		
	 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di ....

Kepada Yth.: 

Menteri ......... (Kementerian/Lembaga)

Ketua Pusat Studi Bencana .... (Perguruan Tinggi)

Direktur/Manajer Program .... (Organisasi Kemasyarakatan dan Dunia 
Usaha)

di

 ................

Dengan hormat,

Berkenaan dengan akan diadakannya Pemantauan dan Evaluasi  
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di ..............., bersama 
ini kami memohon keterlibatan perwakilan resmi instansi Bapak/Ibu 
dalam kegiatan tersebut. 

Untuk konsolidasi awal, mohon kiranya perwakilan resmi instansi 
Bapak/Ibu dapat hadir pada pertemuan yang akan diadakan pada:

Lampiran 1

Administrasi Pemantauan dan Evaluasi
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Hari/tanggal	 : ................................
Waktu 	 : ................................
Tempat	 : ................................
Agenda	 : 	 - Konsolidasi awal 
		  - Persiapan Pemantauan dan Evaluasi  Rehabilitasi 	
		    dan Rekonstruksi Pascabencana 

Kami harapkan perwakilan lembaga ini tidak berganti dalam waktu 
dekat karena akan menjadi anggota tetap Tim Pemantauan dan Evaluasi 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan terlibat selama kegiatan pemantauan 
dan evaluasi berlangsung.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

		  Kepala BNPB 

					     Nama Jelas 

					     NIP. ..............

Tembusan Yth.

1.	 Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat

2.	 Menteri Koordinator Ekonomi

3.	 Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan

4.	 Dekan/Rektor ............(Perguruan Tinggi)

Formulir 2

Lembar Surat Permohonan Keterlibatan dalam Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota

Kop Surat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

................................., ......................... 20...

Nomor	 : 	 ................................................

Sifat	 : 	 Segera

Lampiran 	 : 	 - 

Perihal	 : 	 Permohonan Keterlibatan dalam Pemantauan dan Evaluasi  		
	 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di ....

Kepada Yth.: 

1.	Kepala Dinas ..... (SKPD Provinsi atau Kabupaten Kota)

2.	Ketua Pusat Studi Bencana .... (Perguruan Tinggi)

3.	Direktur/Manager Program .... (Organisasi Kemasyarakatan dan 
Dunia Usaha)

di

................

Dengan hormat,

Berkenaan dengan akan diadakannya Pemantauan dan Evaluasi  
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di ..............., bersama 
ini kami memohon keterlibatan perwakilan resmi instansi Bapak/Ibu 
dalam kegiatan tersebut. 

Untuk konsolidasi awal, mohon kiranya perwakilan resmi instansi 
Bapak/Ibu dapat hadir pada pertemuan yang akan diadakan pada:
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Hari/tanggal	 : ................................
Waktu 	 : ................................
Tempat	 : ................................
Agenda	 : 	 - Konsolidasi awal 
			   - Persiapan Pemantauan dan Evaluasi  Rehabilitasi 	
		   	   dan Rekonstruksi Pascabencana	

Kami harapkan perwakilan lembaga ini tidak berganti dalam waktu 
dekat karena akan menjadi anggota tetap Tim Pemantauan dan Evaluasi 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan terlibat selama kegiatan pemantauan 
dan evaluasi berlangsung.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

		  Kepala BPBD

					     Nama Jelas 

					     NIP. ..............

Tembusan Yth.

1.	 Kepala BNPB

2.	 Gubernur/Bupati/Walikota

3.	 Dekan/Rektor ............(Perguruan Tinggi)

4.	 Direktur/Manager Program .... (Organisasi Kemasyarakatan dan Dunia Usaha)

Formulir 3

Lembar Surat Keputusan Pembentukan Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Tingkat Nasional

Surat Keputusan 

No: .................

Tentang 

Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pascabencana di ..............

Menimbang : a.	 bahwa dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi pascabencana di .... perlu dilaksanakan 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi pascabencana.

b.	 bahwa untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 
perlu dibentuk tim kerja pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

c.	 bahwa untuk maksud tersebut huruf b, perlu ditetapkan 
dengan keputusan Kepala.

	
Mengingat : a.	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007  tentang 

Penanggulangan Bencana 

b.	 Peraturan Pemerintah Nomor. 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 

c.	 Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Umum Rehabilitasi dan Rekonstruksi
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MEMUTUSKAN

Menetapkan               :

PERTAMA : Membentuk Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi 
Rehabilitasi  dan Rekonstruksi Pascabencana di .............., 
dengan susunan personil sebagaimana terdapat pada 
lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim dimaksud diktum pertama mempunyai tugas sebagai 
berikut:

1.	 Menyusun kerangka acuan kegiatan pemantauan dan 
evaluasi. 

2.	 Menetapkan indikator kinerja termasuk indikator 
kesetaraan gender.

3.	 Merumuskan metodologi dan instrumen pendukung. 

4.	 Menetapkan kerangka waktu (timeline). 

5.	 Menetapkan penanggungjawab untuk masing-
masing aspek/sektor.

6.	 Melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga 
terkait pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

7.	 Melakukan koordinasi dengan lembaga 
fungsional pemantauan, seperti Badan Pengawas 
Pembangaunan Daerah (Bawasda)/Inspektorat 
Daerah, BPKP, BPK.

8.	 Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi.

9.	 Baik langsung maupun tidak, Tim dapat menerima 
dan mengelola laporan pengaduan dari pihak lain di 
luar pelaksana rencana aksi.

10.	 Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi.

11.	 Menyerahkan laporan kepada Kepala BNPB cq 
Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB melalui 
Sekretaris Utama Badan .

KETIGA : Tim Kerja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung 
jawab kepada Kepala BNPB.

KEEMPAT : Pendanaan akibat dibentuknya Tim Kerja ini akan 
ditanggung oleh APBN.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila                                     
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini 
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

			        Ditetapkan di ..............

			        Pada tanggal ..............

			        Kepala 

			        Nama Jelas

			        NIP. ...........

Tembusan Yth.

1.	 Presiden RI

2.	 Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat

3.	 Menteri Koordinator Ekonomi

4.	 Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan

5.	 Menteri.... / Kepala Lembaga.....

6.	 Dekan/Rektor ............(Perguruan Tinggi)

7.	 Direktur/Manager Program .... (Organisasi Kemasyarakatan dan Dunia Usaha)
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Formulir 4

Lembar Surat Keputusan Pembentukan Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Tingkat Provinsi/
Kabupaten/Kota

Surat Keputusan 

No: .................

Tentang 

Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pascabencana di ..............

Menimbang : a.	 bahwa dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi pascabencana di .... perlu dilaksanakan 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi pascabencana.

b.	 bahwa untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 
perlu dibentuk tim kerja pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 
seperti yang tertuang dalam dokumen rencana aksi 
rehabilitasi dan rekonstruksi (proposal).

c.	 bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu 
ditetapkan dengan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Mengingat : a.	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007  tentang 
Penanggulangan Bencana 

b.	 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 

c.	 Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Umum  Rehabilitasi dan Rekonstruksi

d.	 Peraturan Kepala BNPB Nomor ... Tahun ... tentang 
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi ......

e.	 Peraturan Daerah No. … Tahun … Tentang …… 
Organisasi dan Tata Kerja  BPBD Provinsi ….

f.	 Peraturan Daerah No. … Tahun … Tentang …… 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi 

….

g.	 Peraturan Daerah No. … Tahun … Tentang …… 
Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten/Kota ….

h.	 Peraturan Daerah No. … Tahun … Tentang …… 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di 
Kabupaten/Kota ….

i.	 Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota .......

MEMUTUSKAN

Menetapkan               :

PERTAMA : Membentuk Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi 
Rehabilitasi  dan Rekonstruksi Pascabencana di .............., 
dengan susunan personil sebagaimana terdapat pada 
lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim dimaksud diktum pertama mempunyai tugas sebagai 
berikut:

1.	 Menyusun kerangka acuan kegiatan pemantauan dan 
evaluasi. 

2.	 Menetapkan indikator kinerja termasuk indikator 
kesetaraan gender.

3.	 Merumuskan metodologi dan instrumen pendukung. 

4.	 Menetapkan kerangka waktu (timeline). 

5.	 Menetapkan penanggungjawab untuk masing-masing 
aspek.

6.	 Melakukan koordinasi dengan lembaga/SKPD terkait 
pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

7.	 Melakukan koordinasi dengan lembaga fungsional 
pemantauan, seperti Badan Pengawas Pembangaunan 
Daerah (Bawasda)/Inspektorat Daerah, BPKP, BPK.

8.	 Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi.

9.	 Baik langsung maupun tidak, Tim dapat menerima dan 
mengelola laporan pengaduan dari pihak lain di luar 
pelaksana rencana aksi.

10.	Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi.
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11.	 Menyerahkan laporan kepada Gubernur/Bupati/
Walikota cq Kepala BPBD melalui Kepala Pelaksana 
BPBD.

KETIGA : Tim Kerja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung 
jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

KEEMPAT : Pendanaan akibat dibentuknya Tim Kerja ini akan 
ditanggung oleh APBD.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila                                     
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini 
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

			        Ditetapkan di ..............

			        Pada tanggal ..............

			        Gubernur/Bupati/Walikota .....

			        Nama Jelas

			        NIP. ...........

Tembusan Yth.

1.	 Kepala BNPB

2.	 Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB

3.	 Gubernur Provinsi ...

4.	 Bupati/Walikota ....

5.	 Kepala BPBD

6.	 Kepala SKPD

7.	 Dekan/Rektor ............(Perguruan Tinggi)

8.	 Direktur/Manager Program .... (Organisasi Kemasyarakatan dan Dunia Usaha)

Petunjuk pengisian : format dan tata cara pengisian dapat disesuaikan berdasarkan 
peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota dan/atau keputusan yang dikeluarkan 
berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau yang relevan 
dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Formulir 5

Lembar Surat Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan 

Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Kop Surat

................................., ......................... 20..

Nomor		  : 	 ......................................

Sifat		  : 	 Segera

Lampiran 	 : 	 - 

Perihal		  : 	 Surat Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Pelaksanaan 		
	 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di ....

Kepada Yth.: 

Direktur ......... Kementerian/lembaga.....

(atau Kepala SKPD .... )

di

................

Dengan hormat,

Berkenaan dengan diadakannya Pemantauan dan Evaluasi  Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi Pascabencana di ..............., bersama ini kami 
memohon Laporan Hasil Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Pascabencana yang mengacu kepada rencana aksi rehabilitasi dan 
rekonstruksi Pascabencana. 

Laporan Hasil Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 
agar disampaikan kepada Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dalam bentuk elektronik 
(CD/DVD) dan cetak. Untuk kelengkapan data laporan sebaiknya 
disertakan juga foto, tabel, data pendukung lainnya. 
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Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pascabencana ..........

		 Nama Jelas

		 NIP. ....... 

Tembusan Yth.

1.	 Kepala BNPB (atau Kepala Daerah)

2.	 Menteri........../Kepala Lembaga..... (atau Kepala SKPD ....)
Lampiran 2

Indikator Konsistensi, Koordinasi, Konsultasi, 
Kapasitas dan Keberlanjutan
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Formulir 6
Panduan Pertanyaan Evaluasi dengan Menggunakan Indikator 5K
 (Konsistensi, Koordinasi, Konsultasi, Kapasitas, Keberlanjutan)

Petunjuk Pengisian: Isilah dengan tanda X sesuai dengan jawaban yang telah disediakan. 
Pada kolom “Jelaskan” agar diisi dengan data pendukung yang relevan dengan 
pertanyaan.

INDIKATOR KONSISTENSI

Indikator Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan

No Pertanyaan Evaluasi Ya Tidak Jelaskan
1 Apakah Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Pascabencana sudah sesuai dengan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)?

2 Apakah Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Pascabencana sudah sesuai dengan Rencana Kerja 
Pembangunan (RKP)?

3 Apakah Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Pascabencana sudah sesuai dengan Rencana Kerja 
Anggaran (RKA)?

4 Apakah Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Pascabencana sudah sesuai dengan Rencana Strategis 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)?

5 Apakah Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Pascabencana sudah sesuai dengan perencanaan/ 
komitmen lembaga dana (donor)?

6 Apakah Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Pascabencana sudah sesuai dengan perencanaan/ 
komitmen lembaga non pemerintah (NGO)?

Indikator Konsistensi Antara Perencanaan dengan Pelaksanaan

No Pertanyaan Evaluasi Ya Tidak Jelaskan
7 Apakah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 

sudah sesuai dengan rencana aksi rehabilitasi dan 
rekonstruksi Pascabencana?

8 Apakah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 
sudah sesuai dengan Rencana Aksi/Kerja BNPB dan/
atau BPBD?

9 Apakah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 
sudah sesuai dengan Rencana Aksi/Kerja Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD)?

10 Apakah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 
sudah sesuai dengan Rencana Aksi/Kerja SKPD

11 Apakah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 
sudah sesuai dengan Rencana Aksi/Kerja lembaga 
dana (donor)?

12 Apakah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 
sudah sesuai dengan Rencana Aksi/Kerja lembaga 
non pemerintah (NGO)?

Indikator Konsistensi Antar Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

No Pertanyaan Evaluasi Ya Tidak Jelaskan
13 Apakah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 

sudah sesuai antara BNPB dengan BPBD Provinsi?
14 Apakah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sudah 

sesuai antara BNPB dengan BPBD Kabupaten/Kota?
15 Apakah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 

sudah sesuai antara BPBD Provinsi dengan BPBD 
Kabupaten/Kota?

16 Apakah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 
sudah sesuai antara BNPB dengan Kementerian/
Lembaga terkait?

17 Apakah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sudah 
sesuai BPBD Provinsi dengan SKPD Provinsi terkait?

18 Apakah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 
sudah sesuai BPBD Kabupaten/Kota dengan SKPD 
Kabupaten/Kota terkait?

19 Apakah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sudah 
sesuai antara BNPB dengan lembaga dana (donor)?

20 Apakah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 
sudah sesuai dengan BPBD Provinsi dengan lembaga 
dana (donor)?

21 Apakah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 
sudah sesuai dengan BNPB dengan lembaga non 
pemerintah (NGO)?

22 Apakah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 
sudah sesuai dengan BPBD Provinsi dengan lembaga 
non pemerintah (NGO)?

23 Apakah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 
sudah sesuai dengan BPBD Kabupaten/Kota dengan 
lembaga non pemerintah (NGO)?

Indikator Konsistensi Antara Pelaksanaan dan Kemanfaatan Program dan 
Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

No Pertanyaan Evaluasi Ya Tidak Jelaskan
24 Apakah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 

sudah sesuai dengan rencana kerja?
25 Apakah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 

sudah sesuai dengan dokumen perencanaan?
26 Apakah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 

sudah sesuai dengan pagu dana yang dialokasikan?
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INDIKATOR KOORDINASI

Mekanisme Koordinasi dalam Penyusunan Perencanaan

No Pertanyaan Evaluasi Ya Tidak Jelaskan
1 Apakah mekanisme koordinasi dalam penyusunan 

Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi antara BNPB 
dengan BPBD Provinsi sudah berjalan dengan baik?

2 Apakah mekanisme koordinasi dalam penyusunan Renaksi 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi antara BNPB dengan BPBD 
Kabupaten/Kota sudah berjalan dengan baik?

3 Apakah mekanisme koordinasi dalam penyusunan 
Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi antara BPBD 
Provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota sudah 
berjalan dengan baik?

4 Apakah mekanisme koordinasi dalam penyusunan Renaksi 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi antara BNPB dengan 
Kementerian/Lembaga terkait sudah berjalan dengan baik?

5 Apakah mekanisme koordinasi dalam penyusunan 
Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi antara BPBD 
Provinsi dengan SKPD Provinsi terkait sudah 
berjalan dengan baik?

6 Apakah mekanisme koordinasi dalam penyusunan 
Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi antara BPBD 
Kabupaten/Kota dengan SKPD Kabupaten/Kota 
terkait sudah berjalan dengan baik?

7 Apakah mekanisme koordinasi dalam penyusunan Renaksi 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi antara BNPB dengan 
lembaga dana (donor) sudah berjalan dengan baik?

8 Apakah mekanisme koordinasi dalam penyusunan 
Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi antara BNPB 
dengan lembaga non pemerintah (NGO) sudah 
berjalan dengan baik?

9 Apakah mekanisme koordinasi dalam penyusunan 
Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi antara BNPB 
dengan lembaga non pemerintah (NGO) sudah 
berjalan dengan baik?

10 Apakah mekanisme koordinasi dalam penyusunan 
Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi antara 
BPBD Provinsi dengan lembaga dana (donor) sudah 
berjalan dengan baik?

11 Apakah mekanisme koordinasi dalam penyusunan 
Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi antara BPBD 
Provinsi dengan lembaga non pemerintah (NGO) 
sudah berjalan dengan baik?

12 Apakah mekanisme koordinasi dalam penyusunan 
Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi antara BPBD 
Kabupaten/Kota dengan lembaga dana (donor) sudah 
berjalan dengan baik?

13 Apakah mekanisme koordinasi dalam penyusunan 
Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi antara BPBD 
Kabupaten/Kota dengan lembaga non pemerintah 
(NGO) sudah berjalan dengan baik?

Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

No Pertanyaan Evaluasi Ya Tidak Jelaskan
14 Apakah mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan 

Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi antara BNPB 
dengan BPBD Provinsi sudah berjalan dengan baik?

15 Apakah mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan 
Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi antara BNPB 
dengan BPBD Kabupaten/Kota sudah berjalan 
dengan baik?

16 Apakah mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan 
Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi antara BPBD 
Provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota sudah 
berjalan dengan baik?

17 Apakah mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan 
Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi antara BNPB 
dengan Kementerian/Lembaga terkait sudah berjalan 
dengan baik?

18 Apakah mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan 
Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi antara BPBD 
Provinsi dengan SKPD Provinsi terkait sudah 
berjalan dengan baik?

19 Apakah mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan 
Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi antara BPBD 
Kabupaten/Kota dengan SKPD Kabupaten/Kota 
terkait sudah berjalan dengan baik?

20 Apakah mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan 
Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi antara BNPB 
dengan lembaga dana (donor) sudah berjalan dengan 
baik?

21 Apakah mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan 
Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi antara BNPB 
dengan lembaga non pemerintah (NGO) sudah 
berjalan dengan baik?

22 Apakah mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan 
Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi antara 
BPBD Provinsi dengan lembaga dana (donor) sudah 
berjalan dengan baik?

23 Apakah mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan 
Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi antara BPBD 
Provinsi dengan lembaga non pemerintah (NGO) 
sudah berjalan dengan baik?

24 Apakah mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan 
Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi antara BPBD 
Kabupaten/Kota dengan lembaga dana (donor) sudah 
berjalan dengan baik?

24 Apakah mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan 
Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi antara BPBD 
Kabupaten/Kota dengan lembaga non pemerintah 
(NGO) sudah berjalan dengan baik?
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KONSULTASI (PARTISIPASI)

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan dan Pelaksanaan 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi

No Pertanyaan Evaluasi Ya Tidak Jelaskan
1 Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

identifikasi penilaian kebutuhan pascabencana?
2 Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan 

Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana?
3 Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam sosialisasi 

Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana?
4 Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana?
5 Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat 

dalam pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi pascabencana?

6 Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam evaluasi 
pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana?

7 Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam 
proses perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi dengan BNPB?

8 Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam 
proses perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi dengan BPBD Provinsi?

9 Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam 
proses perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi dengan BPBD Kabupaten/Kota?

10 Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam 
proses perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi dengan lembaga dana (donor)?

11 Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam 
proses perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi dengan lembaga non pemerintah (NGO)?

12 Bagaimana tingkat partisipasi kelompok dan atau 
organisasi perempuan?

13 Bagaimana tingkat partisipasi kelompok dan atau 
organisasi anak?

14 Bagaimana tingkat partisipasi kelompok dan atau 
organisasi penyandang cacat?

Media Partisipasi Masyarakat secara Langsung

No Pertanyaan Evaluasi Ya Tidak Jelaskan
15 Apakah ada mekanisme media partisipasi masyarakat 

secara langsung (konsultasi publik) untuk melibatkan 
secara aktif masyarakat dalam perencanaan 
rehabilitasi dan rekonstruksi?

16 Apakah ada mekanisme media partisipasi masyarakat 
secara langsung (konsultasi publik) untuk melibatkan 
secara aktif masyarakat dalam pelaksanaan 
rehabilitasi dan rekonstruksi?

17 Apakah ada forum pertemuan yang melibatkan 
masyarakat secara langsung untuk mengakomodasi 
permasalahan, revisi perencanaan dan 
pelaksanaannya, serta pengawasan pelaksanaan 
rehabilitasi dan rekonstruksi?

18 Apakah ada fasilitasi pendampingan kepada 
masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah?

19 Apakah ada fasilitasi pendampingan kepada masyarakat 
yang dilakukan oleh lembaga perguruan tinggi?

20 Apakah ada fasilitasi pendampingan kepada 
masyarakat yang dilakukan oleh LSM/NGO?

21 Apakah ada fasilitasi pendampingan kepada masyarakat 
yang dilakukan oleh lembaga profesional lainnya?

22 Apakah ada ketersediaan dan kemudahan akses 
informasi melalui media massa lokal?

23 Apakah ada ketersediaan dan kemudahan akses 
informasi melalui website?

24 Apakah ada ketersediaan dan kemudahan akses 
informasi melalui kotak pos pengaduan?

25 Apakah ada ketersediaan dan kemudahan akses 
informasi melalui telpon bebas pulsa?

KAPASITAS (SDM DAN KELEMBAGAAN)

Kapasitas Kelembagaan

No Pertanyaan Evaluasi Ya Tidak Jelaskan
1 Apakah ada mekanisme perencanaan di BNPB?
2 Apakah ada mekanisme perencanaan di BPBD Provinsi?
3 Apakah ada mekanisme perencanaan di BPBD 

Kabupaten/Kota?
4 Apakah ada standar perencanaan dan pelaksanaan di BNPB?
5 Apakah ada standar perencanaan dan pelaksanaan di 

BPBD Provinsi?
6 Apakah ada standar perencanaan dan pelaksanaan di 

BPBD Kabupaten/Kota?
7 Apakah ada mekanisme pengendalian dan 

pengawasan, termasuk di dalamnya mekanisme 
penelitian gejala-gejala (surveilance/audit sistem) 
secara berkala serta peninjauan manajemen 
(manajemen review) secara berkala di BNPB?

8 Apakah ada mekanisme pengendalian dan 
pengawasan, termasuk di dalamnya mekanisme 
(surveilance/audit sistem) secara berkala serta 
peninjauan manajemen (manajemen review) secara 
berkala di BPBD Provinsi?

9 Apakah ada mekanisme pengendalian dan 
pengawasan, termasuk di dalamnya mekanisme 
(surveilance/audit sistem) secara berkala serta 
peninjauan manajemen (manajemen review) secara 
berkala di BPBD Kabupaten/Kota?

10 Apakah ada mekanisme pelaporan di BNPB?
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11 Apakah ada mekanisme pelaporan di BPBD Provinsi?
12 Apakah ada mekanisme pelaporan di BPBD 

Kabupaten/Kota?
13 Apakah ada mekanisme penyelesaian kendala laporan di BNPB?
14 Apakah ada mekanisme penyelesaian kendala laporan 

di BPBD Provinsi?
15 Apakah ada mekanisme penyelesaian kendala laporan 

di BPBD Kabupaten/Kota?

Kapasitas Sumber Daya Manusia

No Pertanyaan Evaluasi Ya Tidak Jelaskan
16 Bagaimana kapasitas personel BNPB dalam 

memahami perencanaan, pelaksanaan, serta proses 
koordinasi dan konsultasi yang harus dilalui?

17 Bagaimana kapasitas personel BPBD Provinsi dalam 
memahami perencanaan, pelaksanaan, serta proses 
koordinasi dan konsultasi yang harus dilalui?

18 Bagaimana kapasitas personel BPBD Kabupaten/Kota 
dalam memahami perencanaan, pelaksanaan, serta 
proses koordinasi dan konsultasi yang harus dilalui?

19 Bagaimana kapasitas personel SKPD terkait dalam 
memahami perencanaan, pelaksanaan, serta proses 
koordinasi dan konsultasi yang harus dilalui?

20 Bagaimana kapasitas personel Kontraktor dalam 
memahami perencanaan, pelaksanaan, serta proses 
koordinasi dan konsultasi yang harus dilalui?

21 Bagaimana kapasitas personel Konsultan dalam 
memahami perencanaan, pelaksanaan, serta proses 
koordinasi dan konsultasi yang harus dilalui?

22 Bagaimana kapasitas personel Pengawas dalam 
memahami perencanaan, pelaksanaan, serta proses 
koordinasi dan konsultasi yang harus dilalui?

23 Bagaimana regulasi, kebijakan, program/kegiatan 
yang terkait pola pembinaan SDM BNPB?

24 Bagaimana regulasi, kebijakan, program/kegiatan 
yang terkait pola pembinaan SDM BPBD Provinsi?

25 Bagaimana regulasi, kebijakan, program/kegiatan yang 
terkait pola pembinaan SDM BPBD Kabupaten/Kota?

26 Bagaimana evaluasi kinerja SDM serta tindakan perbaikan 
dan pembinaan SDM secara menerus di BNPB?

27 Bagaimana evaluasi kinerja SDM serta tindakan 
perbaikan dan pembinaan SDM secara menerus di 
BPBD Provinsi?

28 Bagaimana evaluasi kinerja SDM serta tindakan 
perbaikan dan pembinaan SDM secara menerus di 
BPBD Kabupaten/Kota?

KEBERLANJUTAN

Sistem yang Dibangun Bersama dalam rangka Keberlanjutan

No Pertanyaan Evaluasi Ya Tidak Jelaskan
1 Apakah ada sistem dan prosedur manajemen yang 

dibangun dalam perencanaan?
2 Apakah ada sistem dan prosedur manajemen yang 

dibangun dalam pelaksanaan?
3 Apakah ada sistem dan prosedur manajemen yang 

dibangun dalam pengawasan?
4 Apakah ada sistem dan prosedur manajemen yang 

dibangun dalam perencanaan?
5 Apakah ada sistem penganggaran program/kegiatan?
6 Apakah ada sistem sumber dana?
7 Apakah ada sistem pola pembelanjaan berbasis investasi?
8 Apakah dibangun sistem kelembagaan transisi (penyusunan 

payung hukum dan pembentukan tim pengalihan)?

Pengalihan Aset dan Exit Strategy

No Pertanyaan Evaluasi Ya Tidak Jelaskan
9 Apakah ada mekanisme yang dibangun untuk 

peralihan aset dan exit strategy dari BNPB dan/
atau BPBD atau lembaga adhoc rehabilitasi dan 
rekonstruksi kepada pemerintah daerah?

Proses Transisi

No Pertanyaan Evaluasi Ya Tidak Jelaskan
10 Apakah ada pelaksanaan pengalihan aset/sistem dari 

BNPB dan/atau BPBD atau lembaga adhoc rehabilitasi 
dan rekonstruksi kepada pemerintah daerah?

11 Apakah ada pengalihan dokumen (sebagai bagian 
dari pengalihan asset) dari BNPB dan/atau BPBD 
atau lembaga adhoc rehabilitasi dan rekonstruksi 
kepada pemerintah daerah?

12 Apakah ada pengalokasian program/proyek dari 
BNPB dan/atau BPBD atau lembaga adhoc 
rehabilitasi dan rekonstruksi kepada pemerintah 
daerah?

13 Apakah ada pengalokasian pendanaan dari BNPB 
dan/atau BPBD atau lembaga adhoc rehabilitasi dan 
rekonstruksi kepada pemerintah daerah?

14 Apakah ada pengalokasian SDM dari BNPB dan/
atau BPBD atau lembaga adhoc rehabilitasi dan 
rekonstruksi kepada pemerintah daerah?

Keterangan jawaban terhadap seluruh pertanyaan evaluasi : 
•	 0 s/d 40 jawaban YA menunjukkan : indikator  konsistensi/koordinasi/konsultasi/

kapasitas/keberlanjutan “kurang”
•	 41 s/d 70 jawaban YA menunjukkan : indikator konsistensi/koordinasi/konsultasi/

kapasitas/keberlanjutan “cukup”
•	 71 s/d 100 jawaban Ya menunjukkan : indikator  konsistensi/koordinasi/konsultasi/

kapasitas/keberlanjutan “baik”
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Formulir 10

Daftar Pertanyaan Evaluasi Tema Khusus

(Perempuan, Anak, Lansia dan Penyandang Cacat) 

Petunjuk Pengisian: Isilah sesuai dengan pertanyaan dan jawabannya dikembangkan 
berdasarkan contoh yang telah disediakan. Pertanyaan dan jawaban dapat 
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan setempat.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Instansi : 1.	 Lembaga pemerintah daerah yang menangani kegiatan kelompok 

rentan (Perempuan, Anak, Lansia dan Penyandang Cacat) : ……...

2.	 Organisasi yang menangani kegiatan kelompok rentan (Perempuan, 
Anak, Lansia dan Penyandang Cacat) : …………………………….

3.	 Lembaga pemerintah daerah yang menangani kegiatan pengurangan 
risiko bencana : ……………………………………………………

4.	 Organisasi yang menangani kegiatan pengurangan risiko bencana : 
……………………………………………………………………..

Jabatan :
Alamat :
Telp :

1.	 Kelompok Rentan
a.	 Akses bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia dan penyandang 

cacat. Bagaimana kelompok ini dilibatkan dalam akses terhadap proses 
pemulihan? Jelaskan? ……………………………………………

	 Contoh: forum perencanaan baik di tingkat pemerintahan maupun komunitas/ 
masyarakat.

b.	 Partisipasi bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia dan 
penyandang cacat. Bagaimana partisipasi  dan keterlibatan perempuan dalam 
pengambilan keputusan? Jelaskan? …………………………………………..

	 Contoh: terlibat menentukan lokasi yang aman untuk tempat penampungan 
sementara.

c.	 Kontrol bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia dan penyandang 
cacat. Apakah ada kebijakan yang memikirkan kepentingan mereka? Jelaskan? .
...............................................................................................................................

	 Contoh kebijakan terhadap persamaan kesempatan dalam mata pencaharian 
atau hak atas kredit dan tanah.

d.	 Manfaat bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia dan penyandang 
cacat. Apakah manfaat atas hasil pembangunan pemulihan pascabencana bagi 
kelompok rentan? Jelaskan? …………………………………………….

	 Contoh: Pendidikan atau administrasi kependudukan 

2.	 Pengurangan Risiko Bencana
Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana (PRB) merupakan sebuah 
prioritas Provinsi, Kabupaten/Kota dengan dasar kelembagaan yang kuat.
a.	 Apakah ada kerangka kerja kelembagaan untuk Pengurangan Risiko Bencana?
b.	 Bagaimana keikutsertaan dalam Pengurangan Risiko Bencana menjadi bagian 

kebijakan dan perencanaan pembangunan per sektor dan multi sektor ?
c.	 Bagaimana mendorong adanya peraturan perundangan daerah yang 

mendukung PRB?
d.	 Apakah ada desentralisasi tanggung jawab dan sumberdaya?
e.	 Bagaimana melakukan pengkajian sumber daya manusia dan kapasitas 

daerah?
f.	 Bagaimana cara mendorong Komitmen Politik daerah?
g.	 Bagaimana membangun partisipasi masyarakat (termasuk dunia usaha) pada 

PRB?

Mengidentifikasi, menjajagi dan memonitor risiko-risiko bencana dan 
meningkatkan peringatan dini
a.	 Apakah ada kegiatan kajian risiko dan peta risiko, multi risiko: penjabaran dan 

diseminasi?
b.	 Apakah ada indikator PRB dan kerentanan yang disusun dan disepakati?
c.	 Apakah ada data dan informasi statistik tentang kerugian?
d.	 Apakah ada Peringatan Dini: berpusat pada rakyat; sistem informasi; 

kebijakan publik?
e.	 Bagaimana perkembangan ilmiah dan teknologi; pertukaran data, pengamatan 

bumi berbasis bumi dan antariksa, pemodelan dan peramalan iklim; 
peringatan dini?

f.	 Apakah ada pemetaan risiko regional dan risiko yang muncul?
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Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun 
sebuah budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat
a.	 Apakah ada pertukaran informasi dan kerjasama antar pihak?
b.	 Apakah ada jejaring antar disiplin dan wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota); 

dialog; kerjasama antar daerah?
c.	 Bagaimana penggunaan standar dalam terminologi PRB?
d.	 Apakah PRB dimasukan dalam kurikulum sekolah, pendidikan formal dan 

informal?
e.	 Bagaimana pelatihan dan pembelajaran tentang PRB; tingkat komunitas, 

pihak berwenang ditingkat lokal; apakah punya akses yang setara?
f.	 Apakah tersedia kapasitas penelitian: multi risiko; sosial ekonomi; penerapan?
g.	 Bagaimana membangun kesadaran publik dan media?

Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasari
a.	 Bagaimana pengelolaan ekosistem dan lingkungan yang berkelanjutan?
b.	 Bagaimana membangun strategi-strategi PRB terintegrasikan dengan adaptasi 

terhadap perubahan iklim?
c.	 Bagaimana upaya kedaulatan pangan untuk ketahanan?
d.	 Apakah ada upaya PRB terintegrasikan ke dalam sektor kesehatan dan rumah 

sakit  yang aman?
e.	 Bagaimana sistem perlindungan fasilitas umum yang penting?
f.	 Bagaimana membangun program pemulihan dan jaringan pengaman sosial?
g.	 Apakah ada pengurangan kerentanan dengan pilihan diversifikasi penghasilan?
h.	 Bagaimana mengelola mekanisme berbagi risiko finansial, asuransi?
i.	 Bagaimana membangun kemitraan publik-swasta?
j.	 Apakah ada perencanaan penggunaan lahan dan aturan pendirian bangunan ?
k.	 Bagaimana membangun rencana pembangunan kecamatan/kelurahan/

pedesaan dan PRB?

Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana untuk respon yang efektif di 
semua tingkat
a.	 Apakah ada kapasitas pengelolaan bencana: kapasitas kebijakan, teknis dan 

kelembagaan?
b.	 Apakah ada dialog, koordinasi dan pertukaran informasi antara para pengelola 

bencana dan sektor pembangunan daerah?
c.	 Bagaimana membangun pendekatan regional terhadap respon bencana, 

dengan fokus pengurangan bencana?
d.	 Apakah ada tinjauan dan melaksanakan kesiapsiagaan dan rencana kontijensi 

dan gladi/simulasi?
e.	 Apakah tersedia dana untuk keadaan darurat dalam APBD?
f.	 Bagaimana membangun semangat sukarela dan partisipasi?

Formulir 11
Pedoman Wawancara Mendalam 

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pascabencana

Petunjuk Pengisian: Isilah dengan tanda X pada pilihan jawaban yang telah 
disediakan. Pertanyaan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan setempat.

IDENTITAS RESPONDEN
Nama :
Instansi :
Jabatan :
Alamat :
Telp : 

Penilaian
1	 : 	 Sangat Baik
2	 : 	 Baik
3	 : 	 Cukup
4	 : 	 Buruk
5	 : 	 Sangat Buruk
6	 : 	 Tidak Tahu

I	 ASPEK PEMBANGUNAN MANUSIA

No Pertanyaan Jawaban
    1 2 3 4 5 6
A Sub Aspek Pendidikan            
1 Konsistensi            

Rencana program bidang pendidikan merupakan penjabaran dari 
Rencana Aksi.            
Integrasi rencana program pendidikan dengan Rencana Aksi.            
Terdapat porsentase rencana aksi menjadi program.            
Terdapat target program fisik (pembangunan dan rehabilitasi 
sekolah) dengan waktu berjalan sesuai rencana. Capaian target 
secara keseluruhan.            
Pelaksanaan kegiatan non fisik dilaksanakan (pelayanan 
pendidikan dari tingkat TK-PT, trauma conselling, pemberian 
beasiswa) dilaksanakan.            
Terdapat saja permasalahan dan tantangan yang muncul di 
lapangan.            
Terdapat tindak lanjut dalam merespon terhadap permasalahan 
dan tantangan tersebut.            
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2 Koordinasi            
Koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan program fisik 
(pembangunan dan rehabilitasi sekolah ) serta program non fisik 
(pelayanan pendidikan dari tingkat TK s/d PT, trauma conselling, 
pemberian beasiswa) antara:            
BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            
BNPB dan/atau BPBD.            
Dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran.            
Terdapat permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan 
perencanaan tersebut dan dapat diselesaikan.            
Koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara:            
BNPB dan/atau BPBD dengan para pihak berkepentingan bidang pendidikan.            
BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            
BNPB dan/atau BPBD dengan Kelompok Sasaran.            
Terdapat sistem/mekanisme kerja para pihak berkepentingan 
yang berada di bawah bidang pendidikan.            
Terdapat penyelesaian masalah dan tindak lanjut dalam pengelolaan 
para pihak berkepentingan di bawah bidang pendidikan.            

3 Konsultasi (Partisipasi)            
Peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
program fisik (pembangunan dan rehabilitasi sekolah) dan 
non fisik (Pelayanan pendidikan dari tingkat TK-PT, trauma 
conselling , pemberian beasiswa).            
Peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan program.            
Terdapat peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses 
pelaksanaan program.            
Terdapat sistem fasilitasi partisipasi publik di BNPB dan/atau 
BPBD dan Pemda.            
Terdapat ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi 
terhadap program yang dilaksanakan.            

4 Kapasitas
Realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang pendidikan.            
Mekanisme dan tata kerja yang ada di para pihak berkepentingan 
pendidikan dan dinas pendidikan.            

5 Keberlanjutan
Kesiapan peralihan asset dari BNPB dan/atau BPBD kepada 
Pemerintah Daerah.            
Terdapat rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam 
peralihan asset dari BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah 
Daerah.
Sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut.
Exit strategy bagi kelembagaan pemerintahan daerah.
Mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga.

B Sub Aspek Kesehatan            
1 Konsistensi            

Rencana program bidang kesehatan tingkat lapangan merupakan 
penjabaran dari Rencana Aksi.            
Terdapat porsentase Rencana Aksi menjadi program.            
Target program fisik pada waktu berjalan dan secara keseluruhan 
dan siapa pelaksananya. Program fisik yang meliputi:            
1.	 Rumah sakit.            
2.	 Posyandu.            
3.	 Polindes.            
Rumah dinas Tenaga Medis dan program non fisik yang meliputi:            
1.	 Surveilens epidemiologi.            
2.	 Pengadaan tenaga medis.            
3.	 Pendataan pegawai kesehatan yang meninggal/masih hidup.            
4.	 Pengadaan peralatan laboratorium.            
Pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik (Siapa pesertanya, 
pelaksananya dan lokasinya).            
Terdapat permasalahan dan tantangan yang muncul di lapangan.            
Ada tindak lanjut dalam merespon terhadap permasalahan dan 
tantangan tersebut.            

2 Koordinasi            
Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan 
program fisik dan non fisik bidang kesehatan antara:            
BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            
BNPB dan/atau BPBD dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran.            
Terdapat permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan 
perencanaan tersebut.            

  Koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara:            
BNPB dan/atau BPBD dengan para pihak berkepentingan bidang kesehatan.            
BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            
BNPB dan/atau BPBD dengan Kelompok Sasaran.            
Terdapat sistem kerja para pihak berkepentingan yang berada di 
bawah bidang kesehatan.            

 3 Konsultasi            
Peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
Program fisik dan non fisik di bidang kesehatan.            
Terdapat peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan program.            
Peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses 
pelaksanaan program.            
Sistem fasilitasi partisipasi publik di BNPB dan/atau BPBD dan Pemda.            
Ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap 
program yang dilaksanakan.            
Ketersediaan akses untuk berpartisipasi.            
Ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik.            
Ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut pengaduan.            
Ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan 
perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran).            
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 4 Kapasitas            
Realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang kesehatan.            
Mekanisme dan tata kerja yang ada di para pihak berkepentingan 
yang berada di bawah bidang kesehatan dan dinas kesehatan.            
permasalahan dan penyelesaian dalam pelaksanaan mekanisme 
dan tata kerja tersebut.            

5 Keberlanjutan
Kesiapan peralihan asset dari BNPB dan/atau BPBD kepada 
Pemerintah Daerah.            
Hambatan dan penyelesaian yang dihadapi dalam peralihan asset 
dari BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            
Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari 
BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            
Sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut.            
Exit strategy bagi kelembagaan pemerintahan daerah.            
Mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga.            

C Sub Aspek Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak            

1 Konsistensi            
Rencana program bidang pemberdayaan perempuan dan anak 
tingkat lapangan merupakan penjabaran dari Rencana Aksi.            
Porsentase Rencana Aksi menjadi program.            
Berapa target program fisik pada waktu berjalan dan secara 
keseluruhan dan siapa pelaksananya. Program fisik meliputi:            
1.	 Children Centre.            
2.	 Women Centre.            
Rumah dinas Tenaga Medis dan program non fisik yang meliputi:            
1.	 Pengadaan tenaga medis.            
2.	 Pengadaan peralatan Children Centre dan Women Centre.            
Pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik (pesertanya, 
pelaksananya dan lokasinya).            
Permasalahan dan tantangan yang muncul di lapangan dan responnya.            

2 Koordinasi            
Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan 
program fisik dan non fisik bidang pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak antara:            
BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            
BNPB dan/atau BPBD dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran.            
Terdapat permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan 
perencanaan tersebut.            
Koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara:            
BNPB dan/atau BPBD dengan para pihak berkepentingan bidang 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.            
BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            
BNPB dan/atau BPBD dengan Kelompok Sasaran.            
Terdapat sistem kerja para pihak berkepentingan yang berada di 
bawah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.            

 3 Konsultasi            
Peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
Program fisik dan non fisik di bidang pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak.            
Terdapat peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan program.            
Peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses 
pelaksanaan program.
Sistem fasilitasi partisipasi publik di BNPB dan/atau BPBD dan Pemda.
Ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap 
program yang dilaksanakan.
Ketersediaan akses untuk berpartisipasi.
Ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik.
Ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut 
pengaduan.
Ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan 
perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran).

 4 Kapasitas            
Realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.            
Mekanisme dan tata kerja yang ada di para pihak berkepentingan 
yang berada di bawah bidang pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak serta lembaga pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak.            
Permasalahan dan penyelesaian dalam pelaksanaan mekanisme 
dan tata kerja tersebut.            

5 Keberlanjutan
Kesiapan peralihan asset dari BNPB dan/atau BPBD kepada 
Pemerintah Daerah.            
Hambatan dan penyelesaian yang dihadapi dalam peralihan asset 
dari BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            
Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari 
BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            
Sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut.            
Exit strategy bagi kelembagaan pemerintahan daerah.            
Mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga.            

D Sub Aspek Agama            
1 Konsistensi            

Rencana program bidang agama merupakan penjabaran dari 
Rencana Aksi.            
Porsentase Rencana Aksi menjadi program.            
Target program fisik (pembangunan dan rehabilitasi sarana 
ibadah) Program fisik meliputi:            
1.	 Masjid/Gereja/Pura.            
2.	 Mushala.            
3.	 Kantor KUA.            



LA
M

PI
R

A
N

 2
 IN

D
IK

AT
O

R
 K

O
N

SI
ST

EN
SI

, K
O

O
R

D
IN

A
SI

, K
O

N
SU

LT
A

SI
, K

A
PA

SI
TA

S 
D

A
N

 K
EB

ER
LA

N
JU

TA
N

Pedoman Pemantauan dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

LA
M

PI
R

A
N

 2
 IN

D
IK

AT
O

R
 K

O
N

SI
ST

EN
SI

, K
O

O
R

D
IN

A
SI

, K
O

N
SU

LT
A

SI
, K

A
PA

SI
TA

S 
D

A
N

 K
EB

ER
LA

N
JU

TA
N

Pedoman Pemantauan dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

- 59 -- 58 -

Program non fisik (rehabilitasi mental spiritual) meliputi:            
1.	 Pembinaan imam masjid.            
2.	 Pembinaan guru ngaji.            
4.	 Baitul Mal.            
5.	 Pembinaan gereja/pura/vihara.            
6.	 Pembinaan rohaniawan seperti pendeta/biksu dan lainnya.            
Permasalahan dan tantangan serta tindak lanjut yang muncul di 
lapangan.            

2 Koordinasi            

 
Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan 
program fisik dan non fisik bidang agama antara:            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran.            

 
Terdapat permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan 
perencanaan tersebut.            

  Koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara:            
  BNPB dan/atau BPBD dengan para pihak berkepentingan bidang agama.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Kelompok Sasaran.            

 
Terdapat sistem kerja para pihak berkepentingan yang berada di 
bawah bidang agama.            

 3 Konsultasi            

 
Peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
Program fisik dan non fisik di bidang agama.            

 
Terdapat peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan 
program.            

 
Peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses 
pelaksanaan program.            

  Sistem fasilitasi partisipasi publik di BNPB dan/atau BPBD dan Pemda.            

 
Ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap 
program yang dilaksanakan.            

  Ketersediaan akses untuk berpartisipasi.            
  Ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik.            

 
Ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut 
pengaduan.            

 
Ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan 
perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran).            

 4 Kapasitas            
  Realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang agama.            

 
Mekanisme dan tata kerja yang ada di para pihak berkepentingan 
yang berada di bawah bidang agama dan dinas agama.            

 
permasalahan dan penyelesaian dalam pelaksanaan mekanisme 
dan tata kerja tersebut.            

5 Keberlanjutan

 
Kesiapan peralihan asset dari BNPB dan/atau BPBD kepada 
Pemerintah Daerah.            

 
Hambatan dan penyelesaian yang dihadapi dalam peralihan asset 
dari BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

 
Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari 
BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

  Sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut.            
  Exit strategy bagi kelembagaan pemerintahan daerah.            
  Mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga.            

E Sub Aspek Pemuda dan Olahraga            
1 Konsistensi            

 
Rencana program bidang pemuda dan olahraga merupakan 
penjabaran dari Rencana Aksi.            

  Porsentase Rencana Aksi menjadi program.            
  Permasalahan dan tantangan serta tindak lanjut yang muncul di lapangan.            

2 Koordinasi            

 
Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan 
program fisik dan non fisik bidang pemuda dan olahraga antara:            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran.            

 
Terdapat permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan 
perencanaan tersebut.            

  Koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara:            

 
BNPB dan/atau BPBD dengan para pihak berkepentingan bidang 
pemuda dan olahraga.            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Kelompok Sasaran.            

 
Terdapat sistem kerja para pihak berkepentingan yang berada di 
bawah bidang pemuda dan olahraga.            

 3 Konsultasi            

 
Peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
Program fisik dan non fisik di bidang pemuda dan olahraga.            

  Terdapat peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan program.            

 
Peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses 
pelaksanaan program.            

  Sistem fasilitasi partisipasi publik di BNPB dan/atau BPBD dan Pemda.            

 
Ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap 
program yang dilaksanakan.            

  Ketersediaan akses untuk berpartisipasi.            
  Ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik.            

 
Ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut 
pengaduan.            

 
Ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan 
perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran).            
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 4 Kapasitas            

 
Realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang 
pemuda dan olahraga.            

 

Mekanisme dan tata kerja yang ada di para pihak berkepentingan 
yang berada di bawah bidang kesehatan dan dinas pemuda dan 
olahraga.            

 
Permasalahan dan penyelesaian dalam pelaksanaan mekanisme 
dan tata kerja tersebut.            

5 Keberlanjutan

 
Kesiapan peralihan asset dari BNPB dan/atau BPBD kepada 
Pemerintah Daerah.            

 
Hambatan dan penyelesaian yang dihadapi dalam peralihan asset 
dari BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

 
Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari 
BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

  Sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut.            
  Exit strategy bagi kelembagaan pemerintahan daerah.            
  Mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga.            

II	 ASPEK PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

IDENTITAS RESPONDEN
Nama :
Instansi :
Jabatan :
Alamat :
Telp : 

Penilaian
1	 : 	 Sangat Baik
2	 : 	 Baik
3	 : 	 Cukup
4	 : 	 Buruk
5	 : 	 Sangat Buruk
6	 : 	 Tidak Tahu

A Sub Aspek Perumahan            
1 Konsistensi            

 
Rencana program bidang perumahan merupakan penjabaran dari 
Rencana Aksi.            

  Porsentase Rencana Aksi menjadi program.            

 
Target program fisik sesuai waktu berjalan. Target secara keseluruhan 
dan kendala yang dihadapi dan terdapat tindak lanjut.            

  Pelaksanaan kegiatan non fisik dilaksanakan sesuai rencana.            
  Permasalahan dan tantangan ditindaklanjuti di lapangan.            

2 Koordinasi            

 
Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan 
program fisik dan non fisik bidang perumahan antara:            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran.            

 
Terdapat permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan 
perencanaan tersebut.            

  Koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara:            
  BNPB dan/atau BPBD dengan para pihak berkepentingan bidang perumahan.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Kelompok Sasaran.            

 
Terdapat sistem kerja para pihak berkepentingan yang berada di 
bawah bidang perumahan.            

 3 Konsultasi            

 
Peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
Program fisik dan non fisik di bidang perumahan.            

  Terdapat peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan program.            

 
Peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses 
pelaksanaan program.            

  Sistem fasilitasi partisipasi publik di BNPB dan/atau BPBD dan Pemda.            

 
Ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap 
program yang dilaksanakan.            

  Ketersediaan akses untuk berpartisipasi.            
  Ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik.            
  Ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut pengaduan.            

 
Ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan 
perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran).            

 4 Kapasitas            
  Realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang perumahan.            

 

Mekanisme dan tata kerja yang ada di para pihak berkepentingan 
yang berada di bawah bidang perumahan dan lembaga 
perumahan.            

 
Permasalahan dan penyelesaian dalam pelaksanaan mekanisme 
dan tata kerja tersebut.            

5 Keberlanjutan

 
Kesiapan peralihan asset dari BNPB dan/atau BPBD kepada 
Pemerintah Daerah.            

 
Hambatan dan penyelesaian yang dihadapi dalam peralihan asset 
dari BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

 
Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari 
BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

  Sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut.            
  Exit strategy bagi kelembagaan pemerintahan daerah.            
  Mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga.            
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 B Sub Aspek Tata Ruang            
 1 Konsistensi            

 
Rencana program bidang tata ruang merupakan penjabaran 
dari Rencana Aksi.            
Porsentase Rencana Aksi menjadi program.
Target program fisik sesuai waktu berjalan. Target secara 
keseluruhan dan kendala yang dihadapi dan terdapat tindak lanjut.
Pelaksanaan kegiatan non fisik dilaksanakan sesuai rencana. 
Permasalahan dan tantangan ditindaklanjuti di lapangan.

2 Koordinasi            

 
Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan 
program fisik dan non fisik bidang tata ruang antara:            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran.            

 
Terdapat permasalahan yang muncul dalam proses 
penyusunan perencanaan tersebut.            

  Koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara:            

 
BNPB dan/atau BPBD dengan para pihak berkepentingan 
bidang tata ruang.            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Kelompok Sasaran.            

 
Terdapat sistem kerja para pihak berkepentingan yang berada 
di bawah bidang tata ruang.            

 3 Konsultasi            

 
Peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
Program fisik dan non fisik di bidang tata ruang.            

  Terdapat peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan program.            

 
Peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses 
pelaksanaan program.            

  Sistem fasilitasi partisipasi publik di BNPB dan/atau BPBD dan Pemda.            

 
Ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap 
program yang dilaksanakan.            

  Ketersediaan akses untuk berpartisipasi.            
  Ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik.            
  Ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut pengaduan.            

 
Ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan 
perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran).            

 4 Kapasitas            

 
Realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang 
tata ruang.            

 
Mekanisme dan tata kerja yang ada di para pihak berkepentingan 
yang berada di bawah bidang tata ruang dan dinas tata ruang.            

 
Permasalahan dan penyelesaian dalam pelaksanaan mekanisme 
dan tata kerja tersebut.            

5 Keberlanjutan

 
Kesiapan peralihan asset dari BNPB dan/atau BPBD kepada 
Pemerintah Daerah.            

 
Hambatan dan penyelesaian yang dihadapi dalam peralihan asset 
dari BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

 
Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari 
BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

  Sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut.            
  Exit strategy bagi kelembagaan pemerintahan daerah.            
  Mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga.            

 C Sub Aspek Prasarana dan Sarana Dasar            
 1 Konsistensi            

 
Rencana program bidang prasarana dan sarana dasar merupakan 
penjabaran dari Rencana Aksi.            

  Porsentase Rencana Aksi menjadi program.            

 
Target program fisik sesuai waktu berjalan. Target secara 
keseluruhan dan kendala yang dihadapi dan terdapat tindak lanjut.            

  Pelaksanaan kegiatan non fisik dilaksanakan sesuai rencana.            
  Permasalahan dan tantangan ditindaklanjuti di lapangan.            

2 Koordinasi            

 
Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan program 
fisik dan non fisik bidang prasarana dan sarana dasar antara:            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran.            

Terdapat permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan 
perencanaan tersebut.
Koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara:
BNPB dan/atau BPBD dengan para pihak berkepentingan bidang 
prasarana dan sarana dasar.
BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.
BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.
BNPB dan/atau BPBD dengan Kelompok Sasaran.
Terdapat sistem kerja para pihak berkepentingan yang berada di 
bawah bidang prasarana dan sarana dasar.

 3 Konsultasi            

 
Peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
Program fisik dan non fisik di bidang prasarana dan sarana dasar.            

  Terdapat peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan program.            

 
Peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses 
pelaksanaan program.            

  Sistem fasilitasi partisipasi publik di BNPB dan/atau BPBD dan Pemda.            

 
Ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap 
program yang dilaksanakan.            

  Ketersediaan akses untuk berpartisipasi.            
  Ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik.            
  Ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut pengaduan.            

 
Ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan 
perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran).            
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 4 Kapasitas            

 
Realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang 
prasarana dan sarana dasar.            

 

Mekanisme dan tata kerja yang ada di para pihak berkepentingan 
yang berada di bawah bidang prasarana dan sarana dasar serta 
lembaga prasarana dan sarana dasar.            

 
permasalahan dan penyelesaian dalam pelaksanaan mekanisme 
dan tata kerja tersebut.            

5 Keberlanjutan

 
Kesiapan peralihan asset dari BNPB dan/atau BPBD kepada 
Pemerintah Daerah.            

 
Hambatan dan penyelesaian yang dihadapi dalam peralihan asset 
dari BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

 
Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari 
BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

  Sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut.            
  Exit strategy bagi kelembagaan pemerintahan daerah.            
  Mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga.            

 D Sub Aspek Pertanahan            
1  Konsistensi            

 
Rencana program bidang pertanahan merupakan penjabaran 
dari Rencana Aksi.            

  Porsentase Rencana Aksi menjadi program.            

 

Target program fisik sesuai waktu berjalan. Target secara 
keseluruhan dan kendala yang dihadapi dan terdapat tindak 
lanjut.            

  Pelaksanaan kegiatan non fisik dilaksanakan sesuai rencana.            
  Permasalahan dan tantangan ditindaklanjuti di lapangan.            

2 Koordinasi            

 
Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan 
program fisik dan non fisik bidang pertanahan antara:            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            

 
BNPB dan/atau BPBD dengan masyarakat sebagai kelompok 
sasaran.            

 
Terdapat permasalahan yang muncul dalam proses 
penyusunan perencanaan tersebut.            

  Koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara:            

 
BNPB dan/atau BPBD dengan para pihak berkepentingan 
bidang pertanahan.            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Kelompok Sasaran.            

 
Terdapat sistem kerja para pihak berkepentingan yang berada 
di bawah bidang pertanahan.            

 3 Konsultasi            

 
Peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
Program fisik dan non fisik di bidang pertanahan.            

  Terdapat peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan program.            
Peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses 
pelaksanaan program.
Sistem fasilitasi partisipasi publik di BNPB dan/atau BPBD dan Pemda.
Ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap 
program yang dilaksanakan.
Ketersediaan akses untuk berpartisipasi.
Ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik.
Ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut pengaduan.
Ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan 
perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran).

 4 Kapasitas            
  Realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang pertanahan.            

 
Mekanisme dan tata kerja yang ada di para pihak berkepentingan 
yang berada di bawah bidang pertanahan dan dinas pertanahan.            

 
Permasalahan dan penyelesaian dalam pelaksanaan mekanisme 
dan tata kerja tersebut.            

5 Keberlanjutan

 
Kesiapan peralihan asset dari BNPB dan/atau BPBD kepada 
Pemerintah Daerah.            

 
Hambatan dan penyelesaian yang dihadapi dalam peralihan asset 
dari BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

 
Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari 
BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

  Sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut.            
  Exit strategy bagi kelembagaan pemerintahan daerah.            
  Mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga.            

III	  ASPEK INFRASTRUKTUR

IDENTITAS RESPONDEN
Nama :
Instansi :
Jabatan :
Alamat :
Telp : 

Penilaian
1	 : 	 Sangat Baik
2	 : 	 Baik
3	 : 	 Cukup
4	 : 	 Buruk
5	 : 	 Sangat Buruk
6	 : 	 Tidak Tahu
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A Sub Aspek Jalan dan Jembatan
 1 Konsistensi            

 
Rencana program bidang jalan dan jembatan merupakan 
penjabaran dari Rencana Aksi.            

  Porsentase Rencana Aksi menjadi program.            

 
Target program fisik sesuai waktu berjalan. Target secara keseluruhan 
dan kendala yang dihadapi dan terdapat tindak lanjut.            

  Pelaksanaan kegiatan non fisik dilaksanakan sesuai rencana.            
  Permasalahan dan tantangan ditindaklanjuti di lapangan.            

2 Koordinasi            

 
Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan 
program fisik dan non fisik bidang jalan dan jembatan antara:            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran.            

 
Terdapat permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan 
perencanaan tersebut.            

  Koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara:            
BNPB dan/atau BPBD dengan para pihak berkepentingan bidang 
jalan dan jembatan.
BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.
BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.
BNPB dan/atau BPBD dengan Kelompok Sasaran.
Terdapat sistem kerja para pihak berkepentingan yang berada di 
bawah bidang jalan dan jembatan.

 3 Konsultasi            

 
Peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
Program fisik dan non fisik di bidang jalan dan jembatan.            

  Terdapat peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan program.            

 
Peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses 
pelaksanaan program.            

  Sistem fasilitasi partisipasi publik di BNPB dan/atau BPBD dan Pemda.            

 
Ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap 
program yang dilaksanakan.            

  Ketersediaan akses untuk berpartisipasi.            
  Ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik.            
  Ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut pengaduan.            

 
Ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan 
perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran).            

 4 Kapasitas            

 
Realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang 
jalan dan jembatan.            

 
Mekanisme dan tata kerja yang ada di para pihak berkepentingan yang 
berada di bawah bidang jalan dan jembatan serta dinas jalan dan jembatan.            

 
Permasalahan dan penyelesaian dalam pelaksanaan mekanisme 
dan tata kerja tersebut.            

5 Keberlanjutan

 
Kesiapan peralihan asset dari BNPB dan/atau BPBD kepada 
Pemerintah Daerah.            

 
Hambatan dan penyelesaian yang dihadapi dalam peralihan asset 
dari BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

 
Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari 
BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

  Sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut.            
  Exit strategy bagi kelembagaan pemerintahan daerah.            
  Mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga.            

B Sub Aspek Perhubungan 
 1 Konsistensi            

 
Rencana program bidang perhubungan merupakan penjabaran 
dari Rencana Aksi.            

  Porsentase Rencana Aksi menjadi program.            

 
Target program fisik sesuai waktu berjalan. Target secara 
keseluruhan dan kendala yang dihadapi dan terdapat tindak lanjut.            

  Pelaksanaan kegiatan non fisik dilaksanakan sesuai rencana.            
  Permasalahan dan tantangan ditindaklanjuti di lapangan.            

2 Koordinasi            

 
Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan 
program fisik dan non fisik bidang perhubungan antara:            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran.            

 
Terdapat permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan 
perencanaan tersebut.            

  Koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara:            

 
BNPB dan/atau BPBD dengan para pihak berkepentingan bidang 
perhubungan.            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Kelompok Sasaran.            

 
Terdapat sistem kerja para pihak berkepentingan yang berada di 
bawah bidang perhubungan.            

 3 Konsultasi            

 
Peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
Program fisik dan non fisik di bidang perhubungan.            

  Terdapat peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan program.            
Peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses 
pelaksanaan program.
Sistem fasilitasi partisipasi publik di BNPB dan/atau BPBD dan Pemda.
Ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap 
program yang dilaksanakan.
Ketersediaan akses untuk berpartisipasi.
Ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik.
Ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut pengaduan.
Ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan 
perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran).
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 4 Kapasitas            

 
Realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang 
perhubungan.            

 

Mekanisme dan tata kerja yang ada di para pihak berkepentingan 
yang berada di bawah bidang perhubungan dan dinas 
perhubungan.            

 
Permasalahan dan penyelesaian dalam pelaksanaan mekanisme 
dan tata kerja tersebut.            

5 Keberlanjutan

 
Kesiapan peralihan asset dari BNPB dan/atau BPBD kepada 
Pemerintah Daerah.            

 
Hambatan dan penyelesaian yang dihadapi dalam peralihan asset 
dari BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

 
Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari 
BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

  Sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut.            
  Exit strategy bagi kelembagaan pemerintahan daerah.            

  Mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga.            

C Sub Aspek Sumber Daya Air 
 1 Konsistensi            

 
Rencana program bidang sumber daya air merupakan penjabaran 
dari Rencana Aksi.            

  Porsentase Rencana Aksi menjadi program.            

 

Target program fisik sesuai waktu berjalan. Target secara 
keseluruhan dan kendala yang dihadapi dan terdapat tindak 
lanjut.            

  Pelaksanaan kegiatan non fisik dilaksanakan sesuai rencana.            
  Permasalahan dan tantangan ditindaklanjuti di lapangan.            

2 Koordinasi            

 
Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan 
program fisik dan non fisik bidang sumber daya air antara:            
BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.
BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.
BNPB dan/atau BPBD dengan masyarakat sebagai kelompok 
sasaran.
Terdapat permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan 
perencanaan tersebut.
Koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara:
BNPB dan/atau BPBD dengan para pihak berkepentingan bidang 
sumber daya air.
BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.
BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.
BNPB dan/atau BPBD dengan Kelompok Sasaran.
Terdapat sistem kerja para pihak berkepentingan yang berada di 
bawah bidang sumber daya air.

 3 Konsultasi            

 
Peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
Program fisik dan non fisik di bidang sumber daya air.            

 
Terdapat peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan 
program.            

 
Peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses 
pelaksanaan program.            

 
Sistem fasilitasi partisipasi publik di BNPB dan/atau BPBD dan 
Pemda.            

 
Ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap 
program yang dilaksanakan.            

  Ketersediaan akses untuk berpartisipasi.            
  Ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik.            

 
Ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut 
pengaduan.            

 
Ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan 
perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran).            

 4 Kapasitas            

 
Realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang 
sumber daya air.            

 

Mekanisme dan tata kerja yang ada di para pihak berkepentingan 
yang berada di bawah bidang sumber daya air dan dinas sumber 
daya air.            

 
Permasalahan dan penyelesaian dalam pelaksanaan mekanisme 
dan tata kerja tersebut.            

5 Keberlanjutan

 
Kesiapan peralihan asset dari BNPB dan/atau BPBD kepada 
Pemerintah Daerah.            

 
Hambatan dan penyelesaian yang dihadapi dalam peralihan asset 
dari BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

 
Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari 
BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            
Sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut.
Exit strategy bagi kelembagaan pemerintahan daerah.
Mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga.

D Sub Aspek Energi dan Listrik
 1 Konsistensi            

 
Rencana program bidang energi dan listrik merupakan 
penjabaran dari Rencana Aksi.            

  Porsentase Rencana Aksi menjadi program.            

 

Target program fisik sesuai waktu berjalan. Target secara 
keseluruhan dan kendala yang dihadapi dan terdapat tindak 
lanjut.            

  Pelaksanaan kegiatan non fisik dilaksanakan sesuai rencana.            
  Permasalahan dan tantangan ditindaklanjuti di lapangan.            
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2 Koordinasi            

 
Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan 
program fisik dan non fisik bidang energi dan listrik antara:            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            

 
BNPB dan/atau BPBD dengan masyarakat sebagai kelompok 
sasaran.            

 
Terdapat permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan 
perencanaan tersebut.            

  Koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara:            

 
BNPB dan/atau BPBD dengan para pihak berkepentingan bidang 
energi dan listrik.            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Kelompok Sasaran.            

 
Terdapat sistem kerja para pihak berkepentingan yang berada di 
bawah bidang energi dan listrik.            

 3 Konsultasi            

 
Peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
Program fisik dan non fisik di bidang energi dan listrik.            

 
Terdapat peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan 
program.            
Peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses 
pelaksanaan program.
Sistem fasilitasi partisipasi publik di BNPB dan/atau BPBD dan 
Pemda.
Ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap 
program yang dilaksanakan.
Ketersediaan akses untuk berpartisipasi.
Ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik.
Ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut 
pengaduan.
Ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan 
perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran).

 4 Kapasitas            

 
Realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang 
energi dan listrik.            

 

Mekanisme dan tata kerja yang ada di para pihak berkepentingan 
yang berada di bawah bidang energi dan listrik serta dinas 
energi dan listrik.            

 
Permasalahan dan penyelesaian dalam pelaksanaan mekanisme 
dan tata kerja tersebut.            

5 Keberlanjutan
  Kesiapan peralihan asset dari BNPB dan/atau BPBD kepada 

Pemerintah Daerah.
           

  Hambatan dan penyelesaian yang dihadapi dalam peralihan asset 
dari BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.

           

  Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari 
BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.

           

  Sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut.            
  Exit strategy bagi kelembagaan pemerintahan daerah.            
  Mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga.            

E Sub Aspek Fasilitas dan Bangunan Umum
1  Konsistensi            

Rencana program bidang fasilitas dan bangunan umum 
merupakan penjabaran dari Rencana Aksi.

  Porsentase Rencana Aksi menjadi program.            

 
Target program fisik sesuai waktu berjalan. Target secara 
keseluruhan dan kendala yang dihadapi dan terdapat tindak lanjut.            

  Pelaksanaan kegiatan non fisik dilaksanakan sesuai rencana.            
  Permasalahan dan tantangan ditindaklanjuti di lapangan.            

2 Koordinasi
Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan program 
fisik dan non fisik bidang fasilitas dan bangunan umum antara:
BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.

  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran.            

 
Terdapat permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan 
perencanaan tersebut.            

  Koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara:            

 
BNPB dan/atau BPBD dengan para pihak berkepentingan bidang 
fasilitas dan bangunan umum.            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Kelompok Sasaran.            

 
Terdapat sistem kerja para pihak berkepentingan yang berada di 
bawah bidang fasilitas dan bangunan umum.            
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 3 Konsultasi            
  Peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Program 

fisik dan non fisik di bidang fasilitas dan bangunan umum.
           

  Terdapat peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan program.            
  Peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses 

pelaksanaan program.
           

  Sistem fasilitasi partisipasi publik di BNPB dan/atau BPBD dan Pemda.            
  Ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap 

program yang dilaksanakan.
           

  Ketersediaan akses untuk berpartisipasi.            
  Ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik.            
  Ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut pengaduan.            
  Ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan 

perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran).
           

 4 Kapasitas            
  Realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang 

fasilitas dan bangunan umum.
           

  Mekanisme dan tata kerja yang ada di para pihak berkepentingan 
yang berada di bawah bidang fasilitas dan bangunan umum serta 
dinas fasilitas dan bangunan umum.

           

  Permasalahan dan penyelesaian dalam pelaksanaan mekanisme 
dan tata kerja tersebut.

           

5 Keberlanjutan
Kesiapan peralihan asset dari BNPB dan/atau BPBD kepada 
Pemerintah Daerah.

 
Hambatan dan penyelesaian yang dihadapi dalam peralihan asset 
dari BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

 
Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari 
BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

  Sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut.            
  Exit strategy bagi kelembagaan pemerintahan daerah.            
  Mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga.            

F Sub Aspek Pemeliharaan Infrastruktur
1 Konsistensi            

 
Rencana program bidang infrastruktur merupakan penjabaran 
dari Rencana Aksi.            

  Porsentase Rencana Aksi menjadi program.            

 

Target program fisik sesuai waktu berjalan. Target secara 
keseluruhan dan kendala yang dihadapi dan terdapat tindak 
lanjut.            

  Pelaksanaan kegiatan non fisik dilaksanakan sesuai rencana.            
  Permasalahan dan tantangan ditindaklanjuti di lapangan.            

2 Koordinasi            

 
Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan 
program fisik dan non fisik bidang infrastruktur antara:            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            

 
BNPB dan/atau BPBD dengan masyarakat sebagai kelompok 
sasaran.            

 
Terdapat permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan 
perencanaan tersebut.            

  Koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara:            

 
BNPB dan/atau BPBD dengan para pihak berkepentingan bidang 
infrastruktur.            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Kelompok Sasaran.            

 
Terdapat sistem kerja para pihak berkepentingan yang berada di 
bawah bidang infrastruktur.            

3 Konsultasi
Peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
Program fisik dan non fisik di bidang infrastruktur.
Terdapat peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan 
program.
Peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses 
pelaksanaan program.
Sistem fasilitasi partisipasi publik di BNPB dan/atau BPBD dan 
Pemda.
Ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap 
program yang dilaksanakan.
Ketersediaan akses untuk berpartisipasi.
Ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik.
Ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut 
pengaduan.
Ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan 
perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran).

 4 Kapasitas            

 
Realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang 
infrastruktur.            

 

Mekanisme dan tata kerja yang ada di para pihak berkepentingan 
yang berada di bawah bidang infrastruktur dan dinas 
infrastruktur.            

 
Permasalahan dan penyelesaian dalam pelaksanaan mekanisme 
dan tata kerja tersebut.            
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5 Keberlanjutan

 
Kesiapan peralihan asset dari BNPB dan/atau BPBD kepada 
Pemerintah Daerah.            

 
Hambatan dan penyelesaian yang dihadapi dalam peralihan asset 
dari BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

 
Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari 
BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

  Sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut.            
  Exit strategy bagi kelembagaan pemerintahan daerah.            
  Mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga.            

IV  	 ASPEK PEREKONOMIAN 

IDENTITAS RESPONDEN
Nama :
Instansi :
Jabatan :
Alamat :
Telp : 

Penilaian
1	 : 	 Sangat Baik
2	 : 	 Baik
3	 : 	 Cukup
4	 : 	 Buruk
5	 : 	 Sangat Buruk
6	 : 	 Tidak Tahu

A Sub Aspek Pertanian 
1 Konsistensi            

 
Rencana program bidang pertanian merupakan penjabaran dari 
Rencana Aksi.            

  Porsentase Rencana Aksi menjadi program.            

 
Target program fisik sesuai waktu berjalan. Target secara keseluruhan 
dan kendala yang dihadapi dan terdapat tindak lanjut.            

  Pelaksanaan kegiatan non fisik dilaksanakan sesuai rencana.            
  Permasalahan dan tantangan ditindaklanjuti di lapangan.            

2 Koordinasi            

 
Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan 
program fisik dan non fisik bidang pertanian antara :            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran.            

 
Terdapat permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan 
perencanaan tersebut.            

  Koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara:            

 
BNPB dan/atau BPBD dengan para pihak berkepentingan bidang 
pertanian.            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Kelompok Sasaran.            

 
Terdapat sistem kerja para pihak berkepentingan yang berada di 
bawah bidang pertanian.            

 3 Konsultasi            

 
Peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
Program fisik dan non fisik di bidang pertanian.            

 
Terdapat peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan 
program.            

 
Peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses 
pelaksanaan program.            

 
Sistem fasilitasi partisipasi publik di BNPB dan/atau BPBD dan 
Pemda.            

 
Ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap 
program yang dilaksanakan.            

  Ketersediaan akses untuk berpartisipasi.            
  Ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik.            

 
Ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut 
pengaduan.            

 
Ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan 
perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran).            

 4 Kapasitas            

 
Realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang 
pertanian.            

 
Mekanisme dan tata kerja yang ada di para pihak berkepentingan 
yang berada di bawah bidang pertanian dan dinas pertanian.            

 
Permasalahan dan penyelesaian dalam pelaksanaan mekanisme 
dan tata kerja tersebut.            
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5 Keberlanjutan

 
Kesiapan peralihan asset dari BNPB dan/atau BPBD kepada 
Pemerintah Daerah.            

 
Hambatan dan penyelesaian yang dihadapi dalam peralihan asset 
dari BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

 
Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari 
BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

  Sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut.            
  Exit strategy bagi kelembagaan pemerintahan daerah.            
  Mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga.            

B Sub Aspek Perikanan 
1 Konsistensi            

 
Rencana program bidang perikanan merupakan penjabaran dari 
Rencana Aksi.            
Porsentase Rencana Aksi menjadi program.
Target program fisik sesuai waktu berjalan. Target secara 
keseluruhan dan kendala yang dihadapi dan terdapat tindak 
lanjut.
Pelaksanaan kegiatan non fisik dilaksanakan sesuai rencana.
Permasalahan dan tantangan ditindaklanjuti di lapangan.

2 Koordinasi            

 
Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan 
program fisik dan non fisik bidang perikanan antara:            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            

 
BNPB dan/atau BPBD dengan masyarakat sebagai kelompok 
sasaran.            

 
Terdapat permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan 
perencanaan tersebut.            

  Koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara:            

 
BNPB dan/atau BPBD dengan para pihak berkepentingan bidang 
perikanan.            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Kelompok Sasaran.            

 
Terdapat sistem kerja para pihak berkepentingan yang berada di 
bawah bidang perikanan.            

 3 Konsultasi            

 
Peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
Program fisik dan non fisik di bidang perikanan.            

  Terdapat peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan program.            

 
Peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses 
pelaksanaan program.            

  Sistem fasilitasi partisipasi publik di BNPB dan/atau BPBD dan Pemda.            

 
Ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap 
program yang dilaksanakan.            

  Ketersediaan akses untuk berpartisipasi.            
  Ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik.            

  Ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut pengaduan.            

 
Ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan 
perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran).            

 4 Kapasitas            
  Realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang perikanan.            

 
Mekanisme dan tata kerja yang ada di para pihak berkepentingan 
yang berada di bawah bidang perikanan dan dinas perikanan.            

 
permasalahan dan penyelesaian dalam pelaksanaan mekanisme 
dan tata kerja tersebut.            

5 Keberlanjutan

 
Kesiapan peralihan asset dari BNPB dan/atau BPBD kepada 
Pemerintah Daerah.            

 
Hambatan dan penyelesaian yang dihadapi dalam peralihan asset 
dari BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

 
Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari 
BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

  Sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut.            
  Exit strategy bagi kelembagaan pemerintahan daerah.            
  Mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga.            

C Sub Aspek Kehutanan
1 Konsistensi            

 
Rencana program bidang kehutanan merupakan penjabaran dari 
Rencana Aksi.            

  Porsentase Rencana Aksi menjadi program.            

 
Target program fisik sesuai waktu berjalan. Target secara 
keseluruhan dan kendala yang dihadapi dan terdapat tindak lanjut.            

  Pelaksanaan kegiatan non fisik dilaksanakan sesuai rencana.            
  Permasalahan dan tantangan ditindaklanjuti di lapangan.            
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2 Koordinasi            

 
Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan 
program fisik dan non fisik bidang kehutanan antara :            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran.            

 
Terdapat permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan 
perencanaan tersebut.            

  Koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara:            

 
BNPB dan/atau BPBD dengan para pihak berkepentingan bidang 
kehutanan.            
BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.
BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.
BNPB dan/atau BPBD dengan Kelompok Sasaran.
Terdapat sistem kerja para pihak berkepentingan yang berada di 
bawah bidang kehutanan.

 3 Konsultasi            

 
Peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
Program fisik dan non fisik di bidang kehutanan.            

 
Terdapat peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan 
program.            

 
Peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses 
pelaksanaan program.            

 
Sistem fasilitasi partisipasi publik di BNPB dan/atau BPBD dan 
Pemda.            

 
Ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap 
program yang dilaksanakan.            

  Ketersediaan akses untuk berpartisipasi.            
  Ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik.            

 
Ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut 
pengaduan.            

 
Ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan 
perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran).            

 4 Kapasitas            
  Realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang kehutanan.            

 
Mekanisme dan tata kerja yang ada di para pihak berkepentingan 
yang berada di bawah bidang kehutanan dan dinas kehutanan.            

 
permasalahan dan penyelesaian dalam pelaksanaan mekanisme 
dan tata kerja tersebut.            

5 Keberlanjutan

 
Kesiapan peralihan asset dari BNPB dan/atau BPBD kepada 
Pemerintah Daerah.            

 
Hambatan dan penyelesaian yang dihadapi dalam peralihan asset 
dari BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

 
Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari 
BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

  Sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut.            
  Exit strategy bagi kelembagaan pemerintahan daerah.            
  Mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga.            

D Sub Aspek Pengembangan Usaha
1 Konsistensi            

 
Rencana program bidang pengembangan usaha merupakan 
penjabaran dari Rencana Aksi.            

  Porsentase Rencana Aksi menjadi program.            

 

Target program fisik sesuai waktu berjalan. Target secara 
keseluruhan dan kendala yang dihadapi dan terdapat tindak 
lanjut.            

  Pelaksanaan kegiatan non fisik dilaksanakan sesuai rencana.            
  Permasalahan dan tantangan ditindaklanjuti di lapangan.            

2 Koordinasi            

 
Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan 
program fisik dan non fisik bidang pengembangan usaha antara :            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            

 
BNPB dan/atau BPBD dengan masyarakat sebagai kelompok 
sasaran.            

 
Terdapat permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan 
perencanaan tersebut.            

  Koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara:            

 
BNPB dan/atau BPBD dengan para pihak berkepentingan bidang 
pengembangan usaha.            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Kelompok Sasaran.            

 
Terdapat sistem kerja para pihak berkepentingan yang berada di 
bawah bidang pengembangan usaha.            
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 3 Konsultasi            

 
Peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
Program fisik dan non fisik di bidang pengembangan usaha.            

 
Terdapat peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan 
program.            

 
Peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses 
pelaksanaan program.            

 
Sistem fasilitasi partisipasi publik di BNPB dan/atau BPBD dan 
Pemda.            

 
Ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap 
program yang dilaksanakan.            

  Ketersediaan akses untuk berpartisipasi.            
Ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik.
Ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut 
pengaduan.
Ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan 
perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran).

 4 Kapasitas            

 
Realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang 
pengembangan usaha.            

 

Mekanisme dan tata kerja yang ada di para pihak berkepentingan 
yang berada di bawah bidang pengembangan usaha dan dinas 
pengembangan usaha.            

 
Permasalahan dan penyelesaian dalam pelaksanaan mekanisme 
dan tata kerja tersebut.            

5 Keberlanjutan

 
Kesiapan peralihan asset dari BNPB dan/atau BPBD kepada 
Pemerintah Daerah.            

 
Hambatan dan penyelesaian yang dihadapi dalam peralihan asset 
dari BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

 
Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari 
BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

  Sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut.            
  Exit strategy bagi kelembagaan pemerintahan daerah.            
  Mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga.            

V  	 ASPEK SOSIAL

IDENTITAS RESPONDEN
Nama :
Instansi :
Jabatan :
Alamat :
Telp : 

Penilaian
1	 : 	 Sangat Baik
2	 : 	 Baik
3	 : 	 Cukup
4	 : 	 Buruk
5	 : 	 Sangat Buruk
6	 : 	 Tidak Tahu

A Sub Aspek Sosial 
1 Konsistensi            

 
Rencana program bidang sosial merupakan penjabaran dari 
Rencana Aksi.            

  Porsentase Rencana Aksi menjadi program.            

 

Target program fisik sesuai waktu berjalan. Target secara 
keseluruhan dan kendala yang dihadapi dan terdapat tindak 
lanjut.            

  Pelaksanaan kegiatan non fisik dilaksanakan sesuai rencana.            
  Permasalahan dan tantangan ditindaklanjuti di lapangan.            

2 Koordinasi            

 
Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan 
program fisik dan non fisik bidang sosial antara :            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            

 
BNPB dan/atau BPBD dengan masyarakat sebagai kelompok 
sasaran.            

 
Terdapat permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan 
perencanaan tersebut.            
Koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara:
BNPB dan/atau BPBD dengan para pihak berkepentingan bidang 
sosial.
BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.
BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.
BNPB dan/atau BPBD dengan Kelompok Sasaran.
Terdapat sistem kerja para pihak berkepentingan yang berada di 
bawah bidang sosial.
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 3 Konsultasi            

 
Peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
Program fisik dan non fisik di bidang sosial.            

 
Terdapat peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan 
program.            

 
Peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses 
pelaksanaan program.            

 
Sistem fasilitasi partisipasi publik di BNPB dan/atau BPBD dan 
Pemda.            

 
Ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap 
program yang dilaksanakan.            

  Ketersediaan akses untuk berpartisipasi.            
  Ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik.            

 
Ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut 
pengaduan.            

 
Ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan 
perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran).            

 4 Kapasitas            

 
Realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang 
sosial.            

 
Mekanisme dan tata kerja yang ada di para pihak berkepentingan 
yang berada di bawah bidang sosial dan dinas sosial.            

 
Permasalahan dan penyelesaian dalam pelaksanaan mekanisme 
dan tata kerja tersebut.            

5 Keberlanjutan

 
Kesiapan peralihan asset dari BNPB dan/atau BPBD kepada 
Pemerintah Daerah.            

 
Hambatan dan penyelesaian yang dihadapi dalam peralihan 
asset dari BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

 
Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari 
BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

  Sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut.            
  Exit strategy bagi kelembagaan pemerintahan daerah.            
  Mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga.            

B Sub Aspek Budaya
1 Konsistensi            

 
Rencana program bidang budaya merupakan penjabaran dari 
Rencana Aksi.            

  Porsentase Rencana Aksi menjadi program.            

 

Target program fisik sesuai waktu berjalan. Target secara 
keseluruhan dan kendala yang dihadapi dan terdapat tindak 
lanjut.            

  Pelaksanaan kegiatan non fisik dilaksanakan sesuai rencana.            
  Permasalahan dan tantangan ditindaklanjuti di lapangan.            

2 Koordinasi            

 
Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan 
program fisik dan non fisik bidang budaya antara :            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            

 
BNPB dan/atau BPBD dengan masyarakat sebagai kelompok 
sasaran.            

 
Terdapat permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan 
perencanaan tersebut.            

  Koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara:            

 
BNPB dan/atau BPBD dengan para pihak berkepentingan bidang 
budaya.            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Kelompok Sasaran.            

 
Terdapat sistem kerja para pihak berkepentingan yang berada di 
bawah bidang budaya.            

 3 Konsultasi            

 
Peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
Program fisik dan non fisik di bidang budaya.            

 
Terdapat peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan 
program.            

 
Peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses 
pelaksanaan program.            
Sistem fasilitasi partisipasi publik di BNPB dan/atau BPBD dan 
Pemda.
Ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap 
program yang dilaksanakan.
Ketersediaan akses untuk berpartisipasi.
Ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik.
Ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut 
pengaduan.
Ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan 
perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran).

 4 Kapasitas            

 
Realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang 
budaya.            

 
Mekanisme dan tata kerja yang ada di para pihak berkepentingan 
yang berada di bawah bidang budaya dan dinas budaya.            

 
Permasalahan dan penyelesaian dalam pelaksanaan. mekanisme 
dan tata kerja tersebut.            



LA
M

PI
R

A
N

 2
 IN

D
IK

AT
O

R
 K

O
N

SI
ST

EN
SI

, K
O

O
R

D
IN

A
SI

, K
O

N
SU

LT
A

SI
, K

A
PA

SI
TA

S 
D

A
N

 K
EB

ER
LA

N
JU

TA
N

Pedoman Pemantauan dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

LA
M

PI
R

A
N

 2
 IN

D
IK

AT
O

R
 K

O
N

SI
ST

EN
SI

, K
O

O
R

D
IN

A
SI

, K
O

N
SU

LT
A

SI
, K

A
PA

SI
TA

S 
D

A
N

 K
EB

ER
LA

N
JU

TA
N

Pedoman Pemantauan dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

- 85 -- 84 -

5 Keberlanjutan

 
Kesiapan peralihan asset dari BNPB dan/atau BPBD kepada 
Pemerintah Daerah.            

 
Hambatan dan penyelesaian yang dihadapi dalam peralihan asset 
dari BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

 
Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari 
BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

  Sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut.            
  Exit strategy bagi kelembagaan pemerintahan daerah.            
  Mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga.            

VI  	 ASPEK LINTAS SEKTOR

IDENTITAS RESPONDEN
Nama :
Instansi :
Jabatan :
Alamat :
Telp : 

Penilaian
1	 : 	 Sangat Baik
2	 : 	 Baik
3	 : 	 Cukup
4	 : 	 Buruk
5	 : 	 Sangat Buruk
6	 : 	 Tidak Tahu

A Sub Aspek Kelembagaan dan Hukum
1 Konsistensi            

 
Rencana program bidang kelembagaan dan hukum merupakan 
penjabaran dari Rencana Aksi.            

  Porsentase Rencana Aksi menjadi program.            

 
Target program fisik sesuai waktu berjalan. Target secara keseluruhan 
dan kendala yang dihadapi dan terdapat tindak lanjut.            

  Pelaksanaan kegiatan non fisik dilaksanakan sesuai rencana.            
  Permasalahan dan tantangan ditindaklanjuti di lapangan.            

2 Koordinasi            

 
Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan program 
fisik dan non fisik bidang kelembagaan dan hukum antara :            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran.            

 
Terdapat permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan 
perencanaan tersebut.            
Koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara:
BNPB dan/atau BPBD dengan para pihak berkepentingan bidang 
kelembagaan dan hukum.
BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.
BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.
BNPB dan/atau BPBD dengan Kelompok Sasaran.
Terdapat sistem kerja para pihak berkepentingan yang berada di 
bawah bidang kelembagaan dan hukum.

 3 Konsultasi            

 
Peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
Program fisik dan non fisik di bidang kelembagaan dan hukum.            

 
Terdapat peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan 
program.            

 
Peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses 
pelaksanaan program.            

 
Sistem fasilitasi partisipasi publik di BNPB dan/atau BPBD dan 
Pemda.            

 
Ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap 
program yang dilaksanakan.            

  Ketersediaan akses untuk berpartisipasi.            
  Ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik.            

 
Ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut 
pengaduan.            

 
Ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan 
perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran).            

 4 Kapasitas            

 
Realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang 
kelembagaan dan hukum.            

 

Mekanisme dan tata kerja yang ada di para pihak berkepentingan 
yang berada di bawah bidang kelembagaan dan hukum serta 
dinas kelembagaan dan hukum.            

 
Permasalahan dan penyelesaian dalam pelaksanaan mekanisme 
dan tata kerja tersebut.            
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5 Keberlanjutan

 
Kesiapan peralihan asset dari BNPB dan/atau BPBD kepada 
Pemerintah Daerah.            

 
Hambatan dan penyelesaian yang dihadapi dalam peralihan 
asset dari BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

 
Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari 
BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

  Sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut.            
  Exit strategy bagi kelembagaan pemerintahan daerah.            
  Mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga.            

B Sub Aspek Manajemen Sistem Informasi 
1 Konsistensi            

 
Rencana program bidang manajemen sistem informasi 
merupakan penjabaran dari Rencana Aksi.            

  Porsentase Rencana Aksi menjadi program.            

 

Target program fisik sesuai waktu berjalan. Target secara 
keseluruhan dan kendala yang dihadapi dan terdapat tindak 
lanjut.            

  Pelaksanaan kegiatan non fisik dilaksanakan sesuai rencana.            
  Permasalahan dan tantangan ditindaklanjuti di lapangan.            

2 Koordinasi            

 

Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan 
program fisik dan non fisik bidang manajemen sistem 
informasi antara :            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            

 
BNPB dan/atau BPBD dengan masyarakat sebagai kelompok 
sasaran.            

 
Terdapat permasalahan yang muncul dalam proses 
penyusunan perencanaan tersebut.            

  Koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara:            

 
BNPB dan/atau BPBD dengan para pihak berkepentingan 
bidang manajemen sistem informasi.            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Kelompok Sasaran.            

 
Terdapat sistem kerja para pihak berkepentingan yang berada 
di bawah bidang manajemen sistem informasi.            

 3 Konsultasi            

 
Peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
Program fisik dan non fisik di bidang manajemen sistem informasi.            

 
Terdapat peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan 
program.            

 
Peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses 
pelaksanaan program.            

  Sistem fasilitasi partisipasi publik di BNPB dan/atau BPBD dan Pemda.            

 
Ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap 
program yang dilaksanakan.            

  Ketersediaan akses untuk berpartisipasi.            
Ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik.
Ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut 
pengaduan.
Ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan 
perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran).

 4 Kapasitas            

 
Realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang 
manajemen sistem informasi.            

 

Mekanisme dan tata kerja yang ada di para pihak berkepentingan 
yang berada di bawah bidang manajemen sistem informasi dan 
lembaga manajemen sistem informasi.            

 
Permasalahan dan penyelesaian dalam pelaksanaan mekanisme 
dan tata kerja tersebut.            

5 Keberlanjutan

 
Kesiapan peralihan asset dari BNPB dan/atau BPBD kepada 
Pemerintah Daerah.            

 
Hambatan dan penyelesaian yang dihadapi dalam peralihan asset 
dari BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

 
Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari 
BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

  Sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut.            
  Exit strategy bagi kelembagaan pemerintahan daerah.            
  Mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga.            

C Sub Aspek Peran Perempuan 
1 Konsistensi            

 
Rencana program bidang peran perempuan merupakan 
penjabaran dari Rencana Aksi.            

  Porsentase Rencana Aksi menjadi program.            

 
Target program fisik sesuai waktu berjalan. Target secara keseluruhan 
dan kendala yang dihadapi dan terdapat tindak lanjut.            

  Pelaksanaan kegiatan non fisik dilaksanakan sesuai rencana.            
  Permasalahan dan tantangan ditindaklanjuti di lapangan.            
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2 Koordinasi            

 
Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan 
program fisik dan non fisik bidang peran perempuan antara :            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            

 
BNPB dan/atau BPBD dengan masyarakat sebagai kelompok 
sasaran.            

 
Terdapat permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan 
perencanaan tersebut.            
Koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara:
BNPB dan/atau BPBD dengan para pihak berkepentingan bidang 
peran perempuan.
BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.
BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.
BNPB dan/atau BPBD dengan Kelompok Sasaran.
Terdapat sistem kerja para pihak berkepentingan yang berada di 
bawah bidang peran perempuan.

 3 Konsultasi            

 
Peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
Program fisik dan non fisik di bidang peran perempuan.            

 
Terdapat peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan 
program.            

 
Peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses 
pelaksanaan program.            

 
Sistem fasilitasi partisipasi publik di BNPB dan/atau BPBD dan 
Pemda.            

 
Ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap 
program yang dilaksanakan.            

  Ketersediaan akses untuk berpartisipasi.            
  Ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik.            

 
Ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut 
pengaduan.            

 
Ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan 
perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran).            

 4 Kapasitas            

 
Realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang 
peran perempuan.            

 

Mekanisme dan tata kerja yang ada di para pihak berkepentingan 
yang berada di bawah bidang peran perempuan dan dinas peran 
perempuan.            

 
Permasalahan dan penyelesaian dalam pelaksanaan mekanisme 
dan tata kerja tersebut.            

5 Keberlanjutan

 
Kesiapan peralihan asset dari BNPB dan/atau BPBD kepada 
Pemerintah Daerah.            

 
Hambatan dan penyelesaian yang dihadapi dalam peralihan asset 
dari BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

 
Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari 
BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

  Sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut.            
  Exit strategy bagi kelembagaan pemerintahan daerah.            
  Mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga.            

D Sub Aspek Komunikasi dengan Penerima Manfaat 
1 Konsistensi            

 
Rencana program bidang komunikasi dengan penerima manfaat 
merupakan penjabaran dari Rencana Aksi.            

  Porsentase Rencana Aksi menjadi program.            

 

Target program fisik sesuai waktu berjalan. Target secara 
keseluruhan dan kendala yang dihadapi dan terdapat tindak 
lanjut.            

  Pelaksanaan kegiatan non fisik dilaksanakan sesuai rencana.            
  Permasalahan dan tantangan ditindaklanjuti di lapangan.            

2 Koordinasi            

 

Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan 
program fisik dan non fisik bidang komunikasi dengan penerima 
manfaat antara :            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            

 
BNPB dan/atau BPBD dengan masyarakat sebagai kelompok 
sasaran.            

 
Terdapat permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan 
perencanaan tersebut.            

  Koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara:            

 
BNPB dan/atau BPBD dengan para pihak berkepentingan bidang 
komunikasi dengan penerima manfaat.            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Kelompok Sasaran.            

 
Terdapat sistem kerja para pihak berkepentingan yang berada di 
bawah bidang komunikasi dengan penerima manfaat.            
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 3 Konsultasi            

 

Peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
Program fisik dan non fisik di bidang komunikasi dengan 
penerima manfaat.            

  Terdapat peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan program.            

 
Peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses 
pelaksanaan program.            

  Sistem fasilitasi partisipasi publik di BNPB dan/atau BPBD dan Pemda.            

 
Ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap 
program yang dilaksanakan.            

  Ketersediaan akses untuk berpartisipasi.            
Ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik.
Ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut pengaduan.
Ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan 
perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran).

 4 Kapasitas            

 
Realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang 
komunikasi dengan penerima manfaat.            

 

Mekanisme dan tata kerja yang ada di para pihak berkepentingan 
yang berada di bawah bidang komunikasi dengan penerima 
manfaat dan lembaga komunikasi dengan penerima manfaat.            

 
permasalahan dan penyelesaian dalam pelaksanaan mekanisme 
dan tata kerja tersebut.            

5 Keberlanjutan

 
Kesiapan peralihan asset dari BNPB dan/atau BPBD kepada 
Pemerintah Daerah.            

 
Hambatan dan penyelesaian yang dihadapi dalam peralihan asset 
dari BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

 
Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari 
BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

  Sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut.            
  Exit strategy bagi kelembagaan pemerintahan daerah.            
  Mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga.            

E Sub Aspek Tata Ruang dan Tata Lingkungan 
1 Konsistensi            

 
Rencana program bidang tata ruang dan tata lingkungan 
merupakan penjabaran dari Rencana Aksi.            

  Porsentase Rencana Aksi menjadi program.            

 
Target program fisik sesuai waktu berjalan. Target secara 
keseluruhan dan kendala yang dihadapi dan terdapat tindak lanjut.            

  Pelaksanaan kegiatan non fisik dilaksanakan sesuai rencana.            
  Permasalahan dan tantangan ditindaklanjuti di lapangan.            

2 Koordinasi            

 

Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan 
program fisik dan non fisik bidang tata ruang dan tata lingkungan 
antara :            

  BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.            
  BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.            

 
BNPB dan/atau BPBD dengan masyarakat sebagai kelompok 
sasaran.            
Terdapat permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan 
perencanaan tersebut.
Koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara:
BNPB dan/atau BPBD dengan para pihak berkepentingan bidang 
tata ruang dan tata lingkungan.
BNPB dan/atau BPBD dengan Pemda.
BNPB dan/atau BPBD dengan Donor/NGO.
BNPB dan/atau BPBD dengan Kelompok Sasaran.
Terdapat sistem kerja para pihak berkepentingan yang berada di 
bawah bidang tata ruang dan tata lingkungan.

 3 Konsultasi            

 

Peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
Program fisik dan non fisik di bidang tata ruang dan tata 
lingkungan.            

 
Terdapat peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan 
program.            

 
Peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses 
pelaksanaan program.            

 
Sistem fasilitasi partisipasi publik di BNPB dan/atau BPBD dan 
Pemda.            

 
Ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap 
program yang dilaksanakan.            

  Ketersediaan akses untuk berpartisipasi.            
  Ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik.            

 
Ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut 
pengaduan.            

 
Ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan 
perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran).            

 4 Kapasitas            

 
Realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang 
tata ruang dan tata lingkungan.            

 

Mekanisme dan tata kerja yang ada di para pihak berkepentingan 
yang berada di bawah bidang tata ruang dan tata lingkungan dan 
dinas tata ruang dan tata lingkungan.            

 
Permasalahan dan penyelesaian dalam pelaksanaan mekanisme 
dan tata kerja tersebut.            
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5 Keberlanjutan

 
Kesiapan peralihan asset dari BNPB dan/atau BPBD kepada. 
Pemerintah Daerah.            

 
Hambatan dan penyelesaian yang dihadapi dalam peralihan asset 
dari BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            

 
Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari 
BNPB dan/atau BPBD kepada Pemerintah Daerah.            
Sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut.
Exit strategy bagi kelembagaan pemerintahan daerah.
Mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga.

Catatan:

Formulir 11 ini digunakan untuk melengkapi data dan informasi evaluasi pelaksanaan 
rehabilitasi dan rekonstruksi dengan waktu lebih dari satu tahun.


